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1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

BUPATI BOMBANA, 
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Rencana 
Strategis Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati berpedoman 
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 

b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten 
Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana 
Tahun 2017-2022, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat 
Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a 
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana 
tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022; 
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2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka 
Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4339); 

3. Undang-Undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 
tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3); 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 
Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 1447; 

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 
Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 
2013 -2033; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Bombana; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 
2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah Ka bu paten 
Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022; 

20. Peraturan Bupati Bombana Nomor 48 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata 
Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Kabupaten Bombana 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana. 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

DPRD Kabupaten Bombana. 
4. Bupati adalah Bupati Bombana. 
5. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Bombana. 
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Bombana dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya 
disebut DP3A adalah Perangkat Daerah Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Bombana. 

8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan 
sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan 
pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan 
akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. 

9. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan 
kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur 
pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya 
yang ada dalamjangka waktu tertentu di daerah. 

10. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses 
pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
pembangunan serta menilai basil realisasi kinerja dan keuangan untuk 
memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien , dan efektifi 

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 yang 
selanjutnya disebut RPJPN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Nasional untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 
sampai dengan tahun 2025. 

12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 yang 
selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Bombana untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung 
sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025; 

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 
2017-2022 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 
pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG RENCANA STRATEGIS 
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017-2022. 

MEMUTUSKAN : 
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sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Bombana. 
14. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Bombana yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungn Anak adalah Dokumen Perencanaan Strategis 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode 5 
(lima) tahunan; dan 

15. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Kabupaten Bombana yang diselanjutnya disebut Renja Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dokumen Perencanaan Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

16. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk 
menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, 
optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja 
dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya 
mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional. 

1 7. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan an tara kinerja 
pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan 
kesenjangan antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil 
saat perencanaan dibuat. 

18. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau 
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya 
yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, 
mendesak, berjangka menengab/panjang, dan menentukan pencapaian 
tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang. 

19. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode 
perencanaan. 

20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan 
untuk mewujudkan visi. 

21. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam janga 
waktu 5 (lima) tahunan. 

22. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, 
berupa basil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari 
pencapaian basil (outcome) program perangkat daerah. 

23. Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas 
pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. 

24. Arab kebijakan adalah kerangka pikir atau kerangka kerja untuk 
menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis 
daerab/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai 
penjabaran strategi. 

25. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah 
daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. 

26. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya 
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang 
disediakan untuk mencapai basil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. 
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27. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang 
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) 
dalam rangka mencapai basil { outcome) suatu program. 

28. Kinerja adalah capaian keluaran/basil/ dampak dari 
kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya 
pembangunan. 

29. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian 
kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk 
keluaran (output), basil (outcome), dampak {impact). 

30. Keluaran (outpurj adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari 
serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar basil ( outcome) dapat 
terwujud. 

31. Hasil ( outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai a tau dipertahankan pada 
penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan 
berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. 

32. Dampak {impac~ adalah kondisi yang ingin diubah berupa basil 
pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian basil {outcome) 
beberapa program. 

33. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat 
Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka 
menyusun rencana pembangunan Daerah. 

34. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan 
urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan 
sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten. 

35. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah basil 
perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan 
kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan 
kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah. 

36. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS 
adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif 
untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah 
menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau 
kebijakan, rencana, dan/atau program. 

37. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD 
adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan 
daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung 
untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. 

38. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang 
memanfaatkan sumber daya, arah invesinya, orientasi pengembangan 
teknologi dan peru bahan kelembagaan dilakukan secara harmonis dan 
memperhatikan potensi saat ini dan masa depan 

39. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara. 
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HARIAN TO 
DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2020 NOMOR .'J:.f BE 

Diundangkan di Rumbia 
pada tanggal, JO J A M\)A~\ 2020 
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA, 

3 
2 

2020 
Ditetapkan di Rumbia 
pada tanggal, .20 J/nh,A?-, 

NO UNIT/SATUAN KERJA PARAF 
1 

PARAF KOORDINASI 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana. 

BAB IV 
PENUTUP 

Pasal 4 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

(4) Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 
Bombana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Togas dan Fungsi 
Pelayanan Perangkat Daerah 

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati 

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 
Lingkungan Strategis 

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 

Tujuan dan Sasaran 

Strategi dan Arah Kebijakan 

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan 

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 

Penutup 

Bab IV 

BabV 

Bab VI 

Bab VII 

Bab VIII 

Bab III 

• • • 
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Alamat Kantor: Jin. Poros Langkapa 
DINAS PEMBERAYAAN PEREMPUAN DAN PERLNDUNGAN ANAK 
PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 

DINAS PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK 
KABUPATEN BOMBANA 
TAHUN 2017-2022 

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 
REVISI 



DP3A Kao. 8omba11a 

RENSTRA disusun untuk menentukan VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, 

ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN dalam perencanaan pembangunan jangka 

pendek dan menengah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Bombana. Dengan mengacu pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana, maka renstra ini disusun sebagai dokumen 

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnva dibidang 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka dipandang perlu dibentuk Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Bombana yang salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 59 tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rebuplik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2022, Peraturan Menteri Pemberdayaan 

perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2016 tentang 

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdyaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 tahun 2017 tentang Penjabaran 

Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Bombana. 

Keberhasilan pencapaian pembangunan tidak hanya diukur dari pencapaian 

pembangunan ekonomi semata, tetapi juga dilihat dari pembangunan sumber daya 

manusianya. Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upava terus- menerus yang 

diiakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya 

pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis 

kelamin tertentu. Namun demikian tidak dapat dipungkiri, pada pelaksanaannya masih 

terdapat kelompok penduduk yang tertinggal dalam pencapaian kualitas hidup. Ketertinggalan 

ini disebabkan oleh berbagai persoalan pelik yang seringkali saling berkaitan satu dengan 

lainnya. Persoalan yang paling penting yang menghalangi upava peningkatan kualitas hidup 

yang setara adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan 

keadilan gender. 

KATA PENGANTAR 



DP3A Kab. 8ombana 

AN PEREMPUAN DAN 
"""""'-'""'""'"'UPATEN BOMBANA 

Rurnbia, 

Kami ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Renstra yang telah mengerahkan 

seluruh tenaga dan pikiran demi terususunnya Renstra yang sesuai dengan harapan dan cita­ 

cita pembangunan. 

Dengan tersusunnya RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Bombana 2020 - 2022, diharapkan Perencanaan Pembangunan bidang 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan hasil-hasilnya dapat terlaksana sesuai 

dengan yang diharapkan. 

yang berisi arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat 

indikator kinerja (performance. indikator) untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan 

program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 3 tahun 

mendatang yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap sesuai skala prioritas. 

Dengan demikian, diharapkan Renstra ini dapat dijadikan pijakan dasar dalam menyusun 

Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak kabupaten Bombana. 

'/lENCAN_,A STRATEGisJ 2017-2022 
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1.1 Latar Belakang 

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Bombana merupakan dokumen 
perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi 
tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan 
tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat 
indikatif. Proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Ka bu paten Bombana Tahun 2017 - 2022meliputi: 
( 1) Persiapan Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022; (2) 
Penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022; (3) 
Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022; dan (4) 
penetapan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022. 

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Ka bu paten Bombana Tahun 201 7 - 2022 Ka bu paten Bombana Tahun 
2017 - 2022 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik 
ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 
Bombana Tahun 2017 - 2022 dengan RPJMD, Renstra Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Renstra Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana 
Tahun 2017 - 2022, dan Provinsi dengan Renja Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak diuraikan sebagai berikut. 
Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022 mengacu pada tugas dan 
fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang 
Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, Peraturan Bupati Kabupaten 
Bombana tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten 

BABI 
PENDAHULUAN 
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Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022 memiliki kedudukan dan fungsi 
yang sangat strategis. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022 menjadi 
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak yang disusun setiap tahun selama 

• cendahuluan 
• Gambar·an pelayanan SKPD 
• i'iou-t$ll strategls berdasarkan 

tugas pokok dan fung~ 
"\'~i.mtsi,tl.Jjuandansa~rafl, 
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Gambar 1.2 
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangltat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Bombana, dan memperhatikan Renstra Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak, Renstra Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Bombana, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

RPJMD Kabupaten Bombana. 
Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 
2022Kabupaten Bombanadapat digambarkan dalam bagan alir sebagai 

berikut: 
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1.2 Landasan Hukum 

Landasan hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 

2017-2022 adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka 
Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4339); 

3. Undang-Undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 

2022 menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, baik evaluasi 

Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak. 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 
tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 
Informasi Pemerintahan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1114); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
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Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022 yaitu 
se bagai beriku t: 
1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan 

kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam 
mend ukung Visi dan Misi kepala daerah 

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah menyediakan 
dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun 
yang mencakup gambaran kinerja, perrnasalahan, isu strategis tujuan, 
sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah 
sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447; 

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 
Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013 -2033; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 ten tang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022; 

20. Peraturan Bupati Bombana Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 
Bombana 
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1.4 Sistematika Penulisan 
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak tahun 2017 - 2022 disusun dengan sistematika 
penulisan sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud 
dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 
Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sumber daya 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kinerja 
pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 
Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas 
dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak, telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak, telaahan Renstra Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 
Bombana Tahun 2017 - 2022 Provinsi, telaahan Rencana Tata 
Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis. 

Bab IV Tujuan dan Sasaran 
Bab ini berisi ten tang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas 

2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan 
perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam 
pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan 
pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah. 

3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam 
menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan 
dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu 

lima tahun. 
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Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 
Bab V Strategis dan Arah Kebijakan 

Bab ini berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan 
Perangkat Daerah dalam 5 tahun mendatang. 

BabVI Rencana Program dan Kegiatan, lndikator Kinerja, Kelompok 

Sasaran, dan Pendanaan Indikatif 

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok 

Sasaran dan Pendanaan IndikatifDinas Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlind ungan Anak. 

Bab VII Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada 

Tujuan dan Sasaran RPJMD 

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan AnakMengacu pada Tujuan dan 

Sasaran RPJMD. 
Bab VIII Penutup 

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan 
Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022 

2017 - 2022 'RENSTRA DPJA KAB. BOAIBANA I 
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I] Seksi pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif 
clan pencliclikan, Pernarifaata.n Waktu luang clan kegiatan 

budaya. 
2} Seksi pemenuhan hak sipil, informasi dan partisipasi 

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perindungan Anak 
2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perindungan Anak 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan 

Anakdibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 
2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan fungsi 
serta tata kerja dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan 
Anak Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut: 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretaris, yang membawahi 3 sub bagian, meliputi: 
1} Sub Bagian Program dan Anggaran 
2} Sub Bgaian Umum 
3} Sub Bagian Keuangan 

c. Kepala Bidang Kualitas hidup Perempun dan Kualtas Keluarga, 
yang membawahi 3 seksi : 
1} Seksi pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi 
2} Seksi pemberdayaan perempuan dibidang sosial, politik dan 

hukum 

3} Seksi pemberdayaan perempuan di bidang kualitaskeluarga 

d. Kepala Bidang Data dan informasi gender dan Anak, yang 
membawahi 3 seksi : 
1} Seksi Data dan informasi Gender 
2} Seksi Data dan informasi Anak 
3} Seksi data dan informasi 

e. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, yang membawahi 3 seksi 

BAB II 
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOMBANA 

c==~~~~~~--='RE.=:-N.~~~TRA=-=-_D~P~~A~KA_B_._B_O_J_IB_A_N._~~! ~2_0_1_7_-2_0_22~__, 
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Anaksesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan 

Perindungan dan Perempuan Pemberdayaan 

2.1.2 Uraian Tugas 

Din as 

IIPTD . 
. !':lTP2A __j 

. - ···--------- .. ···--··· ···-··-· ., ....... -·-··········· 

Seni . 

-~----· _P_~Ul!.d~~C~ -~~~~-~~---·- ._.J 
~ . . S~Y..si. . . - ; 
:t,aa !:"..kie:n..ssr .. Puen:.pua.n da.r. AnU) ; · · S•,rn l(mho:in Dua:r clan 

: iu_tj_llht!?~ . 

s.~ 
l ~~~-P.~~---"~~f~, ... i~ _ _.J 

.. .. Stlm . 
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' ~Y.1i 

Data d.n :nl:>t::;ti.i 

Bid1q ·Data do tnfonD&.i __ . f 

- Gndu.du Anal< .. _._, 
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Peu-mpuaa da• P.ftlindun1 .. 
Kltu ... Aull 

SeY.:.i 
Data dM L'lfom.a.si v . _ . ·-·-·-······--·-·- ... 

S'Jo. £1g,a.~ . 
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;~-- -P~e:i:~ina·- .. - - -- -- - Wt&K.,m·p·ut~---- 
1 · Analis Kebij•v.an - '.z.&l.> lCepe~a,ra:4!1 
[- S!at:5i - Arsi.pa..'"1S 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

KABUPATEN BOMBANA 

' . KEP Al.A D!NAS .. -- · 
··--·----·--·· . ····-·· ., 

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak adalah sebagai berikut: 

Khusus Anak, yang membawahi 3 seksi: 

1) Seksi perlindungan perempuan 

2) Seksi perlindungan khusus anak 

3) Seksi Data kekerasan dan Anak 

g. Kepala UPTD PPA Membawahi 1 Seksi: 

1) Sub. Bagian Tata Usaha UPTD 

Perlindungan Perempuan dan Perlindungan f. Kepala Bi dang 

3) Seksi pemenuhan kesehatan dasar dan kesejahteraan 

2017 - 2022 'RENSTRA DPJA KAB. BOjfBANA 



10 

2. Fungsi 
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan dan penetapan rencana strategis dinas; 
b. Penyusunan program dan anggaran satuan kerja Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 
c. Pelaksanaan koordinasi rencana strategis dan rencana 

anggaran satuan kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlind ungan Anak; 

d. Perumusan penetapan kinerja unit kerja; 
e. Pelaksanaan koordinasi pengkajian dan perumusan 

kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan urusan 
daerah bidang pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak; 

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai 
Peraturan Bupati Bombana Nomor 48 Tahun 2016 tentang 
Struktur organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anaksebagai berikut: 
a. Kepala Dinas 

1. Tugas 
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi 
pelaksanaan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Bornbana, serta membina 
hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan 
lembaga masyarakat lain 

perlindungan anak. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, 

perangkat daerah menyelenggarakan fungsi pelaksanaan: 

a. Sekretariat 
b. Kualitas hidup perempuan dan Kualitas Keluarga 
c. Data dan Informasi Gender dan Anak 
d. Pemenuhan Hak Anak 
e. Perlindungan Hak perempuan dan perlindungan Khusus Anak 
f. UPTD PPA 

dan perempuan pemberdayaan di bi dang pemerintahan 

2017-2022 'RENSTRA DP3A KAB. BOMBA'NA j 
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b. Sekretaris 
1. Tugas 

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, 
merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Fungsi 
Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan 
fungsi: 
a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan 

anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak; 

b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan 
serta pengkoordinasian pelaksanaan program reformasi 
birokrasi; 

c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan 
kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset 
dan perlengkapan serta penyusunan program; 

d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan 
pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan; 

f. Penerimaan dan pelaksanaan tindaklanjut data dan 

informasi di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlind ungan Anak; 
g. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak; 
h. Pelaksanaan evaluasi rencana strategis dan rencana 

anggaran satuan kerja dinas secara berkala; 
1. Perumusan laporan secara berkala evaluasi kinerja Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

J. Pelaksanaan penilaian basil prestasi kerja bawahan; 
k. Pengelolaan keuangan dinas; 
1. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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Keluargadalam melaksanakan tugas menyelenggarakan 
fungsi: 
a. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 
di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas 
keluarga; 

b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan 
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, 
politik hukum dan kualitas keluarga; 

c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 
di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas 
keluarga; 

d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, 
politik hukum dan kualitas keluarga; 

e. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan 
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di bidang, ekonomi, sosial, 
politik hukum dan kualitas keluarga; 

Kualtas dan Perempuan hid up Kualitas 

kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan 
lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan 
gedung kantor; 

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
c. Bidang Kualitas hidup Perempun dan Kualtas Keluarga 

1. Tugas 
Bidang Kualitas hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga 
mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas 
dalam melaksanakan sub urusan Kualitas hidup Perempuan 

dan Kualitas Keluarga. 
2. Fungsi 

Bi dang 

pemeliharaan pembinaan 
pertanggungjawaban; 

f. Pengkoordinasian dan 

sebagai bi dang setiap evaluasi dan tahunan 

e. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan 
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d. Bidang Data dan informasi gender dan Anak 
1. Tugas 

Bidang Data dan informasi gender dan Anakmempunyai tugas 
membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan 
sub urusan Bidang Data dan informasi gender dan Anak. 

2. Fungsi 

Bidang Data dan informasi gender dan Anak dalam 
melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : 
a. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
gender dan anak; 

b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 
dan informasi gender dan anak; 

c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 
di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas 
keluarga; 

d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi gender dan anak; 

e. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 
dan informasi gender dan anak; 

r~ penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 
superfisi penerapan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 
di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas 
keluarga; 

g. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender; 
h. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan 

pemberdayaan perempuan; 
1. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga 

penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam 
mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; 

J. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender 
dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, 
sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; dan 
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala 
dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
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e. Bidang Pemenuhan Hak Anak 

1. Tugas 

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu 

se bagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub 

urusan pemenuhan hak anak. 

2. Fungsi 

Bidang Pemenuhan Hak Anak dalam melaksanakan tugas 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak 
terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, 
keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan 
serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; 

b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan 
pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan 
partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, 
kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas 
dan kegiatan budaya; 

c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak 
anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, 
pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan 
kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan 
budaya; 

d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, 
informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan 
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta 
pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; 

e. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan 
pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan 
partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, 

r~ penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 
superfisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, 
analisis dan penyajian data dan informasi gender dan 
anak; 

g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
ke bijakan pelaksanaan pengarusu tamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, 
politik hukum dan kualitas keluarga; dan 

h. pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta 
pengelolaan website (e-gov). 
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f. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan 

Khusus Anak Tugas : 

1. Togas 

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan 

Khusus Anak mempunyai tugas membantu sebagian tugas 

Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan Perlindungan 

Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak 

2. Fungsi 

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan 

Khusus Anak dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan 

fungsi: 

a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pencegahan 
dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana 
perdagangan orang; 

b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan 
dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 
darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana 
perdagangan orang; 

c. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di 
bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 
perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 

kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas 
dan kegiatan budaya; 

f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 
superfisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak 
terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, 
keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan 
serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; 

g. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada 
lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha; 

h. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga 
penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; dan 

i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
ke bijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, 
informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan 
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta 
pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; dan 

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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m. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan 

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

d. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di 
bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan 
korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 
khusus serta tindak pidana perdagangan orang; 

e. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 
perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

f. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban 
kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 
khusus serta tindak pidana perdagangan orang; 

g. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan 
kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di 
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

h. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan 
perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di 
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 
khusus serta tindak pidana perdagangan orang; 

1. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di 
bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 
perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

J. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di 
bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan 
korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 
khusus serta tindak pidana perdagangan orang; 

k. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 
superfisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan 
penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana 
perdagangan orang; 

I. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 
superfisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan 
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 
darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana 
perdagangan orang; 
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kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di 
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

n. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
ke bijakan di bi dang perlindungan dan pemberdayaan 
perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di 
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 
khusus serta tindak pidana perdagangan orang; 

o. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan 
khusus anak; 

p. penyiapan forum koordinasi penyususnan kebijakan di 
bidang perlindungan khusus anak; 

q. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang 
perlindungan khusus anak; 

r. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan di bidang perlindungan khusus anak; 

s. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi ke bijakan di 
bidang perlindungan khusus anak; 

t. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 
supervise penerapan kebijakan di bidang perlindungan 
khusus anak; 

u. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan di bidang perlindungan khusus anak 

v. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
kekerasan terhadap perempuan dan anak; 

w. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 
dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; 

x. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpolan, 
pengolahan, analisis dan penajian data dan informasi 
kekerasan terhadap perempuan dan anak; 

y. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi kekerasan terhadap 
perempuan dan anak; 

z. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 
dan informasi kekerasan terhadapt perempuan dan anak; 

aa.penyiapan bahan pemberian bimbingan teknisdan 
supervise penerapan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
kekerasan terhadap perempuan dan anak; 

bb. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga 
penyedia layanan perlindungan perempuan; 

cc. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga 
penyedia layanan bagi anak dan memerlukan 
perlindungan khusus; 

dd. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi kekerasan terhadap 
perempuan dan anak; dan 

2017 - 2022 'JlENSTRA DP3A E.AB. BOMBANA] 



18 

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan 
Anak 
2.2.1 Sumber daya Manusia (Pegawai) 

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan sarana 

prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan 

tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, 

sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap 

kemajuan suatu organisasi. 

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

Kabupaten Bombana sampai dengan bulan Maret Tahun 2017 

memiliki sumber daya aparatur sebagaimana digambarkan dalam 

tabel berikut: 

g. UPTD 
1. Tugas 

UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas secara 
operasional 

2. Fungsi 
Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Dinas. 
a. UPTD dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan 

Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

b. Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan 
organisasi serta tugas dan fungsi UPTD diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara 
tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil 
Pemerintah Pusat 

ee. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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Dari tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa komposisi sumberdaya 

aparatur berdasarkan golongan menunjukkan bahwa aparatur 

No Golongan L p Jumlah j 
i 

1 Golongan I 0 0 0 I 
I 

2 Golongan 11 0 1 1 

3 Golongan III 4 8 12 

4 Golongan IV 0 5 5 

Tabel 2.2 
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan 

di Perangkat Daerah Tahun 2019 

Dari tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa komposisi sumberdaya 

aparatur berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa 

aparatur Dinas PPPA berpendidikan SI sebanyak 19 orang (63,33o/o) 

dan 3 orang (10%) berpendidikan 82. Hal ini dapat menjadi modal 

utama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak. 

Tingkat PNS Non PNS 
No Jumlah 

Pendidikan L p L p 
I 

1 SMP Sederajat 1 0 0 0 1 

2 SMA Sederajat 0 1 2 5 8 

3 03 0 0 0 0 0 

4 SI 4 10 2 3 19 i 
i 

5 82 0 3 0 0 3 

6 83 0 0 0 0 0 

Jumlah 4 14 4 8 30 

Tabel 2.1 
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak 
Tahun 2019 
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JUMLAH Keterangan 
I Jenis Barang I Kode Barang I Nama Barang Unit Nilai I 
I 

- 
1 2 3 4 s 

\ 
Hibah Kementrian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 
: Mobil Perlindungan Perempuan 

Mini Bus (Penumpang dan Anak (Molin) 1 Unit beserta 
02.03.01.02.03 Interiornya [Kendaraan Berrnotor], I 14 orang ke bawah) 1 1,00 Nomor: NH-174/MOLIN/SET/KPP- 

PA/03/2017, NH- 

l 22.a/MOLIN/SET /DP3A/03/2017 
Tanggal 20 Maret 2017, B 

I Hibah Kernentrian Pemberdayaan 

I Perempuan dan Perlindungan Anak 
: Motor Perlindungan Perempuan i 

I dan Anak (Torlin) 2 Unit, Nomor : I 
I 

02.03.01.05.01 Sepeda Motor NH-174/TORLIN/SET /KPP- 
1 1,00 PA/08/2017, NH- 

108.a/TORLIN/SET /DP3A/08/2017 
! Tanggal 8 Agustus 2017, BAST 

Nomor: BAST-174/Torlin/KPP- 
PA/0 
HHibah Kementrian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 
: Motor Perlindungan Perempuan 
dan Anak (Torlin) 2 Unit, Nomor : 

02.03.01.05.01 Sepeda Motor 1 1,00 NH-174/TORLIN/SET /KPP- 
I PA/08/2017, NH- 

108.a/TORLIN /SET/ DP3A/ 08 / 20j 
Tanggal 8 Agustus 2017, BAST 
Nomor: BAST-174/Torlin/KPP-PA/ 

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset) 

Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana 

yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan 

Anak Kabupaten Bombana : 

Tabel 2.3 
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi 

di Perangkat Daerah Tahun 2019 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak yang 

sudah mempunyai pangkat golongan Ill sebanyak 20 orang (80%) 

dan 3 orang (12%) mempunyai pangkat golongan IV. Hal ini dapat 

menunjukkan bahwa 92% aparatur Dinas PPPA Kabupaten 

Bombana mempunyai pengalaman kerja yang lama dan beragam. 

Hai ini dapat menjadi modal utama dalam menjalankan tugas pokok 

dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak. 
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JUMLAH Keterangan 

Kode Barang Jenis Barang I 
Nama Barang Unit Nilai 

2 3 4 5 1 
Belanja Modal Pengadaan Kursi 02.06.02.01.05 Kursi Besi/Metal l 350.000,00 Rapat (APBD Badan PMP) 

Kursi Besi/Metal Belanja Modal Pengadaan Kursi 02.06.02.01.05 l 350.000,00 Rapat (APBD Badan PMP) 

Kursi Besi/Metal Belanja Modal Pengadaan Kursi 02 .06.02.01.05 1 350.000,00 Rapat (APBD Badan PMP) 

Kursi Besi/Metal Belanja Modal Pengadaan Kursi 02 .06.02.01.05 1 350.000,00 Rapat (APBD Badan PMP) 
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kursi Besi/Metal 02.06.02.01.05 1 350.000,00 Rapat (APBD Badan PMP) 

Kursi Besi/Metal Belanja Modal Pengadaan Kursi 02.06.02.01.05 1 350.000,00 Rapat (APBD Badan PMP) 

Kursi Besi/ Metal Belanja Modal Pengadaan Kursi 02 .06.02.01.05 1 350.000,00 Rapat (APBD Badan PMP) 

Kursi Besi/Metal Belanja Modal Pengadaan Kursi 02 .06.02.01.05 l 350.000,00 Rapat (APBD Badan PMP) 
Belanja Modal Pengadaan Kursi 02 .06.02.01.05 Kursi Besi/Metal 1 350.000,00 Rapat (APBD Badan PMP) 

Kursi Besi/Metal Belanja Modal Pengadaan Kursi 02 .06.02.01.05 1 350.000,00 Rapat (APBD Badan PMP) 

Kursi Besi/ Metal Belanja Modal Pengadaan Kursi 02.06.02.01.05 1 350.000,00 Rapat (APBD Badan PMP) 
Belanja Modal Pengadaan Kursi 02.06.02.01.05 Kursi Besi/ Metal 1 350.000,00 Rapat (APBD Badan PMP) 

Kursi Besi/ Metal Belanja Modal Pengadaan Kursi 02.06.02.01.05 1 350.000,00 Rapat (APBD Badan PMP) 
Belanja Modal Pengadaan Kursi 02.06.02.01.30 Kursi Putar 1 1.000.000,00 Eselon III dan IV (APBD Badan PMP) 
Belanja Modal Pengadaan Kursi 02.06.02.01.30 Kursi Putar 1 1.000.000,00 Eselon III dan IV (APBD Badan PMP) 
Belanja Modal Pengadaan Kursi 02.06.02.01.30 Kursi Putar 1 720.000,00 Kerja (APBD Badan PMP) 
Belanja Modal Pengadaan Kursi 02.06.02.01.30 Kursi Putar 1 720.000,00 Kerja (APBD Badan PMP) 
Belanja Modal Pengadaan Kursi 02.06.02.01.30 Kursi Putar 1 720.000,00 Kerja (APBD Badan PMP) 
Belanja Modal Pengadaan Kursi 02.06.02.01.30 Kursi Putar 1 720.000,00 Kerja (APBD Badan PMP) 
Belanja Modal Pengadaan Kursi 02.06.02.01.30 Kursi Putar 1 720.000,00 Kerja (APBD Badan PMP) 
Belanja Modal Pengadaan Kursi 02.06.02.01.30 Kursi Putar 1 720.000,00 Kerja (APBD Badan PMP) 
Belanja Modal Pengadaan Kursi 02.06.02.01.30 Kursi Putar 1 720.000,00 Kerja (APBD Badan PMP) 
Belanja Modal Pengadaan Kursi 02.06.02.01.30 Kursi Putar 1 720.000,00 Kerja (APBD Badan PMP) 
Belanja Modal Pengadaan Meja 02.06.02.01.37 Meja Komputer 1 750.000,00 Komputer (APBD Badan PMP) 
Belanja Modal Pengadaan Meja 02.06.02.01.37 Meja Komputer 1 750.000,00 Komputer (APBD Badan PMP) 
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JUMLAH Keterangan 

Kode Barang J enis Barang I 
Nama Barang Unit Nilai 

4 5 2 3 1 
Belanja Modal Pengadaan Meja 

02.06.02.01.48 Meja Biro 1 175.000,00 Kerja (APED Badan PMPj 
Belanja Modal Pengadaan Meja 

02.06.02.01.48 Meja Biro 1 175.000,00 Kerja (APED Badan PMPj 
Belanja Modal Pengadaan Meja 

02.06.02.01.48 Meja Biro 1 175.000,00 Kerja (APED Badan PMPj 
I Belanja Modal Pengadaan Meja 02.06.02.01.48 Meja Biro 1 175.000,00 Kerja (APED Badan PMPj 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
- Pengadaan Meubelair (Pengadaan 

02.06.02.01.49 Sofa 1 8.000.000,00 Kursi Tamu Ruang Kepala Dinas] 
(APED Dinas P3Aj 
Belanja Modal Pengadaan Gorden 02.06.02.01.67 Gordyn I Gorden 1 21.000.000,00 [24 Lembar] (APED Badan PMPj 
Belanja Modal Pengadaan Rempel 02.06.02.0i.76 Taplak Meja 1 3.500.000,00 Meja (APED Badan PMPj 
Belanja Modal Pengadaan Meja 02.06.02.01. 77 Meja 1/2 Biro* 1 1.000.000,00 Kerja (APED Badan PMPj 
Belanja Modal Pengadaan Meja 02.06.02.01. 77 Meja 1/2 Biro* 1 1.000.000,00 Kerja (APED Badan PMPj 
Belanja Modal Pengadaan Meja 02.06.02.01.77 Meja 1/2 Biro* 1 1.000.000,00 Kerja (APED Badan PMPj 

Meja 1/2 Biro* Belanja Modal Pengadaan Meja 02.06.02.01.77 1 1.000.000,00 Kerja (APED Badan PMPj 
Belanja Modal Pengadaan Meja 02.06.02.01. 77 Meja 1/2 Biro* 1 1.000.000,00 Kerja (APED Badan PMPj 
Belanja Modal Pengadaan Meja 02.06.02.01.77 Meja 1/2 Biro* 1 1.000.000,00 Kerja (APED Badan PMPj 

Meja 1/2 Biro" Belanja Modal Pengadaan Meja 02.06.02.01.77 1 1.000.000,00 Kerja (APED Badan PMPj 
Belanja Modal Pengadaan Meja 02.06.02.01. 77 Meja 1/2 Biro* 1 1.000.000,00 Kerja (APED Badan PMPj 

Jam Elektronik Belanja Modal Pengadaan Jam 02.06.02.02.03 1 200.000,00 Dinding/Meja (APED Badan PMPj -- 
Belanja Modal Pengadaan Kulkas 02.06.02.04.01 Lernari Es 1 2.500.000,00 (APED Badan PMPj 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
- Pengadaan Alat Pendingin 02.06.02.04.06 Kipas Angin 1 650.000,00 (Pengadaan Kipas Angin] (APED 
Dinas P3Al 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
- Pengadaan Alat Pendingin 02.06.02.04.06 Kipas Angin 1 550.000,00 (Pengadaan Kipas Angin] (APED 
Dinas P3Al 
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JUMLAH Keterangan 

I Kode Barang J enis Barang I 
Nama Barang Unit Nilai I 

I 
1 2 3 4 5 

Hibah Kementrian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 
: Mobil Perlindungan Perempuan 
dan Anak (Molin) 1 Unit beserta 

I 
02.06.02.06.14 Microphone 1 1,00 In teriornya [Mic, Toa,Amplifier], 

Nomor: NH-174/MOLIN/SET/KPP- 
PA/03/2017, NH- 

I 22.a/ MOLIN/ SET /DP3A/03/2017 
Tanzaal 20 Maret 2017, BA 
Hibah Kementrian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 
: Mobil Perlindungan Perempuan 
dan Anak (Molin) 1 Unit beserta 

02.06.02.06. 71 Lemari/Rak Obat* 1 1,00 Interiornya [Lemari Obat Ukurang 
Sedang Bahan Alumunium], Nomor I : NH-174/MOLIN/SET/KPP- 
PA/03/2017, NH- 
22.a/MOLIN/SET /DP3A/03/2017 
Hibah Kementrian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 
: Mobil Perlindungan Perempuan I dan Anak (Molin) 1 Unit beserta 

02.06.02.07.18 Senter Interiornya [Senter], Nomor: NH- I 1 1,00 174/MOLIN/SET /KPP-PA/03/2017, 

I NH- 
22.a/MOLIN/SET /DP3A/03/2017 
Tanggal 20 Maret 2017, BAST 
Nornor : 
Hibah Kementrian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 
: Mobil Perlindungan Perempuan 
dan Anak (Molin) 1 Unit beserta 

02.06.02.07.18 Senter Interiornya [Senter], Nomor: NH- 
1 1,00 174/MOLIN/SET /KPP-PA/03/2017, 

NH- 
22.a/MOLIN/SET /DP3A/03/2017 
Tanggal 20 Maret 20 17, BAST 
Nomor: 
Hibah Kementrian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 
: Mobil Perlindungan Perempuan 
dan Anak (Molin) 1 Unit beserta 

02.06.02.07.19 Lampu Sorot 1 1,00 Interiornya [Lampu Sorot Belakang], 
Nomor: NH-174/MOLIN/SET /KPP- 
PA/03/2017, NH- 
22.a/MOLIN/SET /DP3A/03/2017 
Tan12:12:al 20 Maret 2017, 
Hibah Kementrian Pemberdayaan 

I Perempuan dan Perlindungan Anak 
: Mobil Perlindungan Perempuan I 

02.06.02.07.19 Larnpu Sorot dan Anak (Molin) 1 Unit beserta 
1 1,00 Interiornya [Lampu Sorot Pasien 

Model Geser 2 Buah], Nomor: NH- 
174/MOLIN/SET /KPP-PA/03/2017, 
NH- 
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JUMLAH Keterangan 

Kode Barang Jenis Barang I 
Nama Barang Unit Nilai 

1 2 3 4 5 
22.a/MOLIN/SET /DP3A/03/2017 
Tangg 

Hibah Kementrian Pemberdayaan 
I Perempuan dan Perlindungan Anak 

: Mobil Perlindungan Perempuan 
I dan Anak (Molin) 1 Unit beserta 

02.06.02.07.19 Lampu Sorot Interiomya [Lampu Sorot Pasien I 
1 1,00 Model Geser 2 Buah], Nomor : NH- 

174/MOLIN/SET /KPP-PA/03/2017, 
NH- 
22.a/MOLIN/SET /DP3A/03/2017 
Tanzz -· 

02.06.03.02.01 P.C Unit/ Komputer Belanja Modal Pengadaan 
PC 1 6.000.000,00 Komputer /PC (APBD Badan PMP) 

02 .06.03.02.01 P.C Unit/ Komputer Belanja Modal Pengadaan 
PC 1 6.000.000,00 Komputer/PC (APBD Badan PMP) 

02 .06.03.02.01 P.C Unit/ Komputer Belanja Modal Pengadaan Kompu ter 
PC 1 5. 775.000,00 PC (APBD Badan PMPD dan PP) 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
- Pengadaan Personal Komputer 

02.06.03.02.02 Lap Top (Pengadaan Personal Komputer 
1 6.075.000,00 (Laptop + Printer)) (APBD Dinas 

P3A) PENGGUNA : CHAERUDDIN, 
S.Si 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
- Pengadaan Personal Komputer 

02.06.03.02.02 Lap Top (Pengadaan Personal Komputer 
1 6.075.000,00 (Laptop + Printer)) (APBD Dinas 

P3A) PENGGUNA : ALUSI 
RONAWATI 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
- Pengadaan Personal Komputer 

02.06.03.02.02 Lap Top 1 6.075.000,00 (Pengadaan Personal Komputer 
(Laptop + Printer)) (APBD Dinas 
P3A) PENGGUNA : NURNIDA,SKM 
Hibah Kementrian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 
: Mobil Perlindungan Perempuan 
dan Anak (Molin) 1 Unit beserta 

02.06.03.02.02 Lap Top Interiomya [Laptop/Notebook 
1 1,00 Toshiba], Nomor : NH- 

174/MOLIN /SET /KPP-PA/03/2017, 
NH- 
22.a/MOLIN/SET /DP3A/03/2017 
Tanzzal 20 Maret 20 

2017- 2022 'RENSTRA DP3A KAB. BOJUBANA I 



27 

JUMLAH Keterangan 

Kode Barang Jenis Barang I 
Nama Barang Unit Nilai 

1 2 3 4 5 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
- Pengadaan Personal Komputer 

02.06.03.02.02 Lap Top 1 6.350.000,00 (Pengadaan Laptop) (APBD Badan 
PMPD dan PP) 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Lap Top - Pengadaan Personal Komputer 
02 .06.03.02 .02 1 6.000.000,00 (Pengadaan Laptop) (APBD Dinas 

P3A) PENGGUNA: ROSLIA, S.Sos 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Lap Top - Pengadaan Personal Komputer 
02.06.03.02.02 1 6.000.000,00 (Pengadaan Laptop) (APBD Dinas 

P3A) PENGGUNA: NAJIDA, SP 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
- Pengadaan Personal Komputer 

02.06.03.02.02 Lap Top 1 6.000.000,00 (Pengadaan Laptop) (APBD Dinas 
P3Aj PENGGUNA : ASNIDAWATI, 
SKM 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
- Pengadaan Personal Komputer 

02 .06.03.02 .02 Lap Top 1 6.000.000,00 (Pengadaan Laptop) (APBD Dinas 
P3Aj PENGGUNA: Hj. HAYAMI, 
S.ST 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
- Pengadaan Personal Komputer 

02.06.03.02 .02 Lap Top 1 6.000.000,00 (Pengadaan Laptop) (APBD Dinas 
P3A) PENGGUNA : Ors. ABDUL 
RAHMAN, M.Si 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Lap Top - Pengadaan Personal Komputer 
02.06.03.02.02 1 7 .000.000,00 (Pengadaan Laptop) (APBD Dinas 

P3A) 
Belanja Modal Pengadaan 

Printer Peralatan/Perlengkapan Personal 02.06.03.04 .08 1 2 .350 .000,00 Komputer (Pengadaan Printer) 
(APBD Badan PMPD dan PP) 
Belanja Modal Pengadaan 

02.06.03 .04 .08 Printer Peralatan/Perlengkapan Personal 
1 1.150.000,00 Komputer (Pengadaan Printer) 

(APBD Badan PMPD dan PP) 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

02 .06.03.04 .08 Printer - Pengadaan Peralatan Personal 
1 1.750.000,00 Komputer (Pengadaan Printer) 

(APBD Badan PMPD dan PP) 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
- Pengadaan Personal Komputer 

02.06.03.05.03 Printer 1 1.242.500,00 (Pengadaan Personal Komputer 
(Laptop + Printer)) (APBD Dinas 
P3A) 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
- Pengadaan Personal Komputer 

02.06.03.05.03 Printer 1 1.242.500,00 (Pengadaan Personal Komputer 
(Laptop + Printer)) (APBD Dinas 
P3A) 
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JUMLAH Keterangan 

Kode Barang Jenis Barang I 
Nama Barang Unit Nilai 

1 2 3 4 5 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
- Pengadaan Personal Kompu ter 

02.06.03.05.03 Printer 1 770.000,00 (Pengadaan Personal Kompu ter 
(Laptop+ Printer)) (APSD Dinas 
P3A) 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
- Pengadaan Personal Komputer 

02.06.03.05.03 Printer 1 770.000,00 (Pengadaan Personal Komputer I 
(Laptop + Printer)) (APSD Dinas 
P3A) 
Belanja Modal Pengadaan Printer 

02 .06.03.05 .03 Printer (Pengadaan Printer Sekretariat 
1 700.000,00 Program Gembira) (APSD Sadan 

PMPD dan PP) 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

02.06.03.05.03 Printer - Pengadaan Peralatan Personal 
1 1.250.000,00 Komputer (Pengadaan Printer) 

(APSD Dinas P3A) 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

02.06.03.05.03 Printer - Pengadaan Peralatan Personal 
1 1.250.000,00 Kompu ter (Pengadaan Printer) 

(APSD Dinas P3A) 
Belanja Modal Pengadaan 

02.06.03.05.11 UPS 1 600.000,00 UPS/Stabilizer (APSD Sadan PMPD 
dan PP) 
Belanja Modal Pengadaan 

02.06.03.05.11 UPS 1 600.000,00 UPS/Stabilizer (APSD Sadan PMPD 
dan PP) 
Selanja Modal Peralatan dan Mesin 

02.06.04.01.06 Meja Kerja Pejabat - Pengadaan Meja Kerja Pejabat 
Eselon IV 1 2.000.000,00 (Pengadaan Meja Kerja Pejabat) 

(APSD Sadan PMPD dan PP) 
Selanja Modal Peralatan dan Mesin 

02.06.04.01.06 Meja Kerja Pejabat - Pengadaan Meja Kerja Pejabat 
Eselon IV 1 2.000.000,00 (Pengadaan Meja Kerja Pejabat) 

(APSD Sadan PMPD dan PP) 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

02.06.04.01.06 Meja Kerja Pejabat - Pengadaan Meja Kerja Pejabat 
Eselon IV 1 2.000.000,00 (Pengadaan Meja Kerja Pejabat) 

(APSD Sadan PMPD dan PP) 
·- 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

02.06.04.01.06 Meja Kerja Pejabat - Pengadaan Meja Kerja Pejabat 
Eselon IV 1 2.000.000,00 (Pengadaan Meja Kerja Pejabat) 

(APSD Sadan PMPD dan PP) 
·- 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

02.06.04.01.06 Meja Kerja Pejabat - Pengadaan Meja Kerja Pejabat 
Eselon IV 1 2.000.000,00 (Pengadaan Meja Kerja Pejabat] 

(APSD Sadan PMPD dan PP) 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

02.06.04.01.06 Meja Kerja Pejabat - Pengadaan Meja Kerja Pejabat 
Eselon IV 1 2.000.000,00 (Pengadaan Meja Kerja Pejabat) 

(APSD Sadan PMPD dan PP) 
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JUMLAH Keterangan 

Kode Barang Jenis Barang I 
Nama Barang Unit Nilai 

2 3 4 5 1 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Meja Kerja Pejabat - Pengadaan Meja Kerja Pejabat 
02.06.04.01.06 Eselon IV 1 2.000.000,00 (Pengadaan Meja Kerja Pejabat] 

(APSD Sadan PM PD dan PP) 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Meja Kerja Pejabat - Pengadaan Meja Kerja Pejabat 
02.06.04.01.06 Eselon IV 1 2.000.000,00 (Pengadaan Meja Kerja Pejabat) 

(APSD Sadan PMPD dan PP) 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Kursi Kerja Pejabat - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 
02.06.04.03.05 Eselon III 1 3.500.000,00 (Pengadaan Kursi Kerja Pejabat) 

(APSD Sadan PMPD dan PP) 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kursi Hadap Depan - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 

02.06.04.05.06 Meja Kerja Pejabat 1 1.600.000,00 (Pengadaan Kursi Kerja Pejabat) 
Eselon IV (APSD Badan PMPD dan PP) 

Kursi Hadap Depan Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
- Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 

02 .06.04.05 .06 Meja Kerja Pejabat 1 1.600.000,00 (Pengadaan Kursi Kerja Pejabat) Eselon IV (APSD Sadan PMPD dan PP) 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kursi Hadap Depan - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 02.06.04.05.06 Meja Kerja Pejabat 1 1.600.000,00 (Pengadaan Kursi Kerja Pejabat) Eselon IV (APSD Sadan PMPD dan PP) 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kursi Hadap Depan - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 02.06.04.05.06 Meja Kerja Pejabat 1 1.600.000,00 (Pengadaan Kursi Kerja Pejabat) Eselon IV (APSD Sadan PMPD dan PP) 

Kursi Hadap Depan Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
- Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 02.06.04 .05.06 Meja Kerja Pejabat 1 1.600.000,00 (Pengadaan Kursi Kerja Pejabat) Eselon IV (APSD Sadan PMPD dan PP) 

Kursi Hadap Depan Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
- Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 02 .06.04.05.06 Meja Kerja Pejabat 1 1.600.000,00 (Pengadaan Kursi Kerja Pejabat) 

I Eselon IV (APSD Sadan PMPD dan PP) 
Lemari Arsip untuk Belanja Modal Pengadaan Almari 02.06.04.07.06 arsip Dinamis 1 937.500,00 (APSD Sadan PMP) 
Lemari Arsip untuk Belanja Modal Pengadaan Almari 02.06.04.07.06 arsip Dinamis 1 937.500,00 (APSD Sadan PMP) 
Lemari Arsip untuk Belanja Modal Pengadaan Almari 02.06.04 .07 .06 arsip Dinamis 1 937.500,00 (APSD Sadan PMP) 
Lernari Arsip untuk Belanja Modal Pengadaan Almari 02 .06.04.07 .06 arsip Dinamis 1 937.500,00 (APSD Sadan PMP) 

Lemari Arsip untuk Belanja Modal Pengadaan Mebeleur 
02.06.04.07 .06 Kantor (Pengadaan Lemari Arsip) arsip Dinamis 1 3.000.000,00 (APSD Sadan PMPD dan PP) 

Belanja Modal Pengadaan Mebeleur Lemari Arsip untuk 02.06.04.07.06 3.000.000,00 Kantor (Pengadaan Lemari Arsip) arsip Dinamis 1 (APSD Sadan PMPD dan PP) 
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JUMLAH Keterangan 

Kode Barang Jenis Barang I 
Nama Barang Unit Nilai 

1 2 3 4 5 
Hibah Kementrian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 
: Mobil Perlindungan Perempuan 

Proyektor + dan Anak (Molin) 1 Unit beserta 
02.07.01.01.03 Interiornya [LCD Projector Optima], Attachment 1 1,00 Nomor: NH-174/MOLIN/SET/KPP- 

PA/03/2017, NH- 
22.a/MOLIN/SET /DP3A/03/2017 
Tanzzal 20 Maret 2017, 
Hibah Kementrian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 
: Mobil Perlindungan Perernpuan 
dan Anak (Molin) 1 Unit beserta 

02.07 .01.01.87 Layar Proyektor 1 1,00 Interiornya [Layar Proyektor], Nomor 
: NH-174/MOLIN/SET /KPP- 
PA/03/2017, NH- 
22.a/MOLIN/SET /DP3A/03/2017 
Tanazal 20 Maret 2017, BAST 
Belanja Modal Pengadaan Karnera 

02.07.01.02.03 Camera Electronic 1 500.000,00 (Adrninistrasi dan Monitoring BLN 
PNPM-PPK) (APBD Badan PMP) 
Belanja Modal Pengadaan Kamera 

02.07 .o 1.02.03 Camera Electronic (Pengadaan Kamera Digital 
1 1.500.000,00 Sekretariat Program Gembira) 

(APBD Badan PMPD dan PP) 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
- Pengadaan Peralatan Studio Video 

02.07.01.02.03 Camera Electronic 1 4.500.000,00 dan Film (Pengadaan Camera 
Elektronic) (APBD Dinas P3A) 
PENGGUNA ; ALUSI RONA WATI 

02.07.02.01.08 Sound System Belanja Modal Pengadaan Sound 
1 620.000,00 Sistem (APBD Badan PMP) 

02.07 .02 .o 1.20 Facsimile Belanja Modal Pengadaan Faximili 
1 8.500.000,00 (APBD Badan PMP) 

Hibah Kementrian Pernberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 
: Mobil Perlindungan Perempuan 
dan Anak (Molin) 1 Unit beserta 

02.08.01.01.85 Tiang Infus Interiornya [Gantungan lnfus Bahan 
1 1,00 Stainless Steel], Nomor: NH- 

174/MOLIN/SET /KPP-PA/03/2017, 
NH- 
22.a/MOLIN/SET /DP3A/03/2017 
Tanzz 
Hibah Kementrian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 
: Mobil Perlindungan Perempuan 
dan Anak (Molin) 1 Unit beserta 

02.08.01.01.86 Lampu Operasi 1 1,00 Interiornya [Lampu Rotari Magnet], 
Nomor: NH-174/MOLlN/SET/KPP- 
PA/03/2017, NH- 
22.a/MOLIN/SET /DP3A/03/2017 
Tanzaal 20 Maret 2017, 
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Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana dapat 

diuraikan sebagai beriku t. 

1. Indeks Pembangunan Gender 

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari 

indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG} dan Indeks 

Pemberdayaan Gender (IPG}. Secara khusus IPG telah berubah cara 

menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf 

sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah 

yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 

100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara 

membandingkan antara basil IPG dengan angka 100. Semakin jauh 

dan Perempuan Pemberdayaan Dinas 2.3 Kinerja Pelayanan 

Perlindungan Anak 

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan 

Berdasarkan tabel 2.3 kondisi sarana dan prasarana Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kondisi 90°/o 
rusak berat dan terbakar, diakibatkan Kantor sebelumnya yakni Badan 

Pemberdayaan Perempuan mengalami Kebakaran pada Tahun 2006 dan 

sarana dan prasarana yang dimiliki iku t terbakar. 

JUMLAH Keterangan 

Kode Barang Jenis Barang I 
Nama Barang Unit Nilai 

1 2 3 4 5 

Belanja Modal Gedung dan 

Halaman Paving Bangunan - Pengadaan Bangunan 

Blok/Rabat 03.11.01.01.08 Gedung Kantor (Pengadaan Rabat 
1 51.500.000 Keliling Kantor dan Penataan Halaman/Lainnya* Halaman Kantor) (APBD Sadan 

PMPD dan PP) 

- 

Belanja Modal Gedung dan 
Bangunan - Pengadaan Bangunan 

Konstruksi Pagar 03.11.01.27.05 1 17.767.500 Gedung Kantor (Pengadaan 
Konstruksi Pagar Besi) (APBD 
Badan PMPD dan PP) 

Jumlah 146 1.512.523.842 
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JUMLAH Keterangan 

Kode Barang Jenis Barang I 
Nama Barang Unit Nilai 

l 2 3 4 5 
Hibah Kernentrian Pernberdayaan 
Perernpuan dan Perlindungan Anak 
: Mobil Perlindungan Perernpuan 
dan Anak (Molin) 1 Unit beserta 

02 .08.01.01.87 Ternpat Tidur Pasien 1 1,00 Interiornya [Jok Box Multifungsi 
Ternpat Tidur, Sefty Belt], Nornor: 
NH-174/MOLIN/SET /KPP- 
PA/03/2017, NH- 
22.a/MOLIN/SET /DP3A/03/201 
Hi bah Kernen trian Pern berdayaan 
Perernpuan dan Perlindungan Anak 
: Mobil Perlindungan Perernpuan 

Alat Lab. Logam, dan Anak (Molin) 1 Unit beserta 
02.09.01.10.100 Mesin, Listrik Lain- 1 1,00 Interiornya [Inverter 1000 Watt], 

Lain Nornor: NH-174/MOLIN/SET/KPP- 
PA/03/2017, NH- 
22.a/MOLIN/SET /DP3A/03/2017 
Tanzzal 20 Maret 20 17, B 
Hibah Kernentrian Pernberdayaan 
Perernpuan dan Perlindungan Anak 
: Mobil Perlindungan Perernpuan 
dan Anak (Molin) 1 Unit beserta 

02.09.01.15.28 Stabilizer 1 1,00 Interiornya [Stabilizer], Nornor: NH- 
174/MOLIN/SET /KPP-PA/03/2017, 
NH- 
22.a/MOLlN/SET /DP3A/03/2017 
Tanzzal 20 Maret 2017, BAST Norno 
Hibah Kernentrian Pernberdayaan 
Perernpuan dan Perlindungan Anak 
: Mobil Perlindungan Perernpuan 
dan Anak (Molin) 1 Unit beserta 

02.09.01.46.04 Alat Pernadarn Interiornya [Pernadam Kebakaran 1 
Kebakaran 1 1,00 Kg], Nornor : NH- 

174/MOLIN/SET /KPP-PA/03/2017, 
NH- 
22.a/MOLIN/SET /DP3A/03/2017 
Tanzzal 20 Maret 20 1 
Hi bah Kernen trian Pern berdayaan 
Perernpuan dan Perlindungan Anak 
: Mobil Perlindungan Perernpuan 
dan Anak (Molin) 1 Unit beserta 

02.09.02.03.08 Kabel Listrik Interiornya [Kabel Panjang 15 Meter, 
1 1,00 colokan], Nornor: NH- 

174/MOLIN/SET /KPP-PA/03/2017, 
NH- 
22.a/MOLIN/SET /DP3A/03/2017 
Tanzzal 20 

02.09.04.04.04 Printer Belanja Modal Pengadaan Printer 
1 2.000.000,00 (APBD Badan PMP) 

Bangunan Gedung 03.11.01.01.01 Kantor BPMP & PP (UPB Dinas PMP 
Kantor Perrnanen 1 1.043.626.320 dan PP) 
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Dilihat capaian IPG kabupaten Bombana menunjukan terdapat kesenjangan 
antar kabupaten kota. Kabupaten Bombana merupakan kota dengan IPG tertinggi. 

Gambar 2.1 Grafik Persandingan capaian IPG Kabupaten Bombana, 
Provinsi Sultradengan Nasional 

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016. 
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- .. ~~---·- __ .,, __ ·- 

·~·,.:. --~•o r-> -~""! 
_, .J~'-'" 9-3,13 _ . ··- _93.3i. .-... .. -·-·-----"··-.-~-------,.....,..« .. --- 94.00 o.-, -,_, t 

92.00 . ...---:'.· 
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II- 

88.00 0- 
86.00 ~ 88.06 

84.00 
2011 

96.00 

IPG 

atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi 

kesenjangan. 

IPG Kabupaten Bombana menunjukan lebih tinggi, dibandingkan 

capaian IPG Propinsi Sultra dan Nasional. Dari angka penyesuaian IPG 

dibawah ini dapat dilihat angka IPG terus meningkat dari waktu ke 

waktu: 
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2. Indeks Pemberdayaan Gender 
selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender 

(IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan 

dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perernpuan dalam kehidupan 
ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan 
pengambilan keputusan serta penguasaan sumber dava ekonomi. 

Capaian IDG Kabupaten Bombana cukup baik, namun berada dibawah rata-rata 
IDG Propinsi Sultra dan Nasional dengan selisih angka yang cukup besar. Rendahnya 

IDG Kabupaten Bombana antara lain akibat makin sempitnya akses perempuan dalam 

menduduki posisi di legislatif serta kontribusi pendapatan perempuan yang rendah. 
Gambaran IDG Kabupaten Bombana dapat diiihat pada tabel berikut : 

Untuk melihat perbedaan IDG Kabupaten Bombana cukup dengan IDG Propinsi 

Sultra dan Nasional dapat diiihat pada grafik berikut : 

Gambar 2.2 Grafik Persandingan capaian IPG Kabupaten Kota se Sultra. 
Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016. 

60.00 co 'II!" co " N u, 0 ~ co u, '° co cn 0 
M 0 u, ~ co cn " M " co M '° Pl N Ln 

" t¥i C\ co cn co N Ln cn Pl Cl ~ 0 40.00 C\ N C\ en Cl N C\ co ID C\ co co co co co co en co co " Pl 

" 20.00 

0.00 

120.00 .. ------------- 

100.00 

80.00 

berikut gambar pad a diiihat dapat Selengkapnya 
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Jika diiihat dari capaian IDG Kabupaten Kata di Provinsi Sultra maka 

kesenjangan antar kabupaten kota nampak sedemikian jauhnya. Beberapa penyebab 

yang narnpak mencolok adalah jumlah perempuan di parlemen dan sumbangan 

pendapatan perempuan. Jika diperbandingkan dengan kabupaten/ kota se Provinsi 

Sultra, maka nampak posisi Kabupaten Bombana berada dibawah Kabupaten 

Kepualuan Meranti. Kabupaten Bombana juga iebih rendah dari IDG Propinsi 

Sultra.Data selengkapnya dapat diiihat pada grafik berikut : 

Gambar 2.1. IDG Kabupaten Bombana, Propinsi Suitra dan Nasional 
tahun 2011-2015 

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016. 
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Dari tabel 2.6 dapat dijelaskan bahwa Keterlibatan perempuan 
di parlemen dari tahun 2011 sampai 2015 terjadi penurunan, hal irii 
dikarenakan masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam 

berpolitik, diiihat dari Indek Pemberdayaan Gender (IDG} dari tahun 
2011 hingga tahun 2015 mengalami penurunan yakni (3.29%). 

3. Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 
Berpijak pada tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu menyusun, melaksanakan 
dan mengkoodinasikan kebijakan perlindungan perempuan, kebijakan 

Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016. 

lndikator Tahun 
2011 2012 2013 2014 2015 

Keterlibatan Perempuan di Parlemen 12.00 12.00 12.00 8.00 8.00 
{%) 
Perempuan sebagai tenaga manager, 52.54 46.39 46.83 45.81 54.68 
profesional, administrasi, teknisi {%) I 
Sumbangan perempuan dalam 25.82 24.92 25.17 25.41 I 26.32 

• pendapatan kerja {%) I 
54.67 55.19 55.8 51.91 52.38 

lndeks Pemberdayaan Gender (IDG) 

Tabei 2.4 
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bombana Tahun 2011-2015 

Gambar 2.2. IDG Kabupaten/ Kota Provinsi SultraKota 2015 
Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016. 
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perlindungan anak, peningkatan kualitas hidup perempuan, 
pengarustamaan Gender, penyelenggaraan data gender dan anak, 
memfasilitasi peran serta lembaga Masyarakat (LSM, Kelompok 
Profesi, Organisasi social politik, organisasi keagamaan) mendampingi 
pemerintah dalam melakukan assesmen penyusunan kebijakan 
daerah. 
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Target Renma Perangbt Oaenoh Re•h,.,.•1 C1p•f•n Ra•io Cap1f111 pad• T1h11n ke • 

NO Indlkator Sat11aft pada Tahu11 ke· pada Tllhun ke· pada Tah1111 ke· Klnerja 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
- 

Persentese PD 
1 yang % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.45 00.00 0 0 0 0 03.45 00.00 melaksanakan 

PPRG 
persentase 

2 perempuan di % 30 30 30 30 30 0 12.00 12.00 12.00 01!.00 08.00 0000 12.00 12.00 12.00 08.00 08.00 00.00 lembaga 
lealslatlve 
Persentase 
Psrempuan 
sebagal tenaga 

3 Manager, % 0 0 0 0 0 0 52.54.00 46.39.00 46.83 45.81 54.68 00.00 52.54.00 ~6.39.00 46.83 45.81 54.68 0000 
Profesional, 
Ad mlnlstrasl, 
Teknis. 
P-ersentase 
Sumbangan 

4 pendapatan % 0 0 0 0 0 0 25.82 24.92 25.17.00 25.41.00 26.32.00 00.00 25.82 24.92 25.17.00 25.41.00 26.32.00 00.00 
pererreuan - dalom keluarg a 
Persenta,;e 

7 kelembagaan % 0 0 0 0 0 0 00.00 00.00 03.45 03.45 03.45 00.00 00.00 00.00 OJ.45 03.45 03.45 0000 
PUG vane aktf ---- 
Ptavelensl 

B lcekerasan Per 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 00.00 0 0 0 0 45 00.00 terhadap Perernpuen 
perernouan 

TABEL 2.5 
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak 

Kabupaten Bombana Tahun 2011-2015 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 
Bombana Tahun 2011 - 2016 terlihat pada Tabel 2.5 berikut ini, 

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan clan 
Perindungan Anak 
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Target Renstra Peranght Claerah Rea11 .... 1 Capaian Rnsio C•pai•n pad• Tahun ke .. 

NO lndlkator Satu•n pada Tahun ke- pad• Tah11n ke- pada Tah~n ke- Klnerja 

2011 2012 201J 2014 2015 2016 2011 2012 201J 2014 2015 2016 2011 2012 201J 2014 2015 2016 

Fersentase 
rujukan 
lan)utan bagi 

ia perenvuan % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00.CJO 0 0 0 0 0 00.00 
korban 
kekerasan yang 
dltJndaldan)uti 

------,-··----···· .. ----······ 
Persentase 
lembaga 
layanan 
perijndunga n 

16 perempuan % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.39 00 00 0 0 0 0 17.39 0000 
(Pusat 
Pefayanan 
Terpadu)yang 
aktif 

Persentase PO 
yang memiliki 

18 sjstem data % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.45 00.00 0 0 0 0 03.45 00.00 
genderdan 
enek 
Tlngkat Skor/ 19 capalan Kota Tingkat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0 0 0 0 0 00.00 
Lavak Anak 

persentese 
fQrum Anak 

20 yang terllentuk % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 oo.oo 0 0 0 0 0 00.00 (kab/kota, 
Kecamatan dan 
Kelurahan) 

Persenta~ 
kabupaten/kota 
yang memlllkl 

21 kebl)~kan % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0 0 0 0 0 00.00 
of~matt 
penlngk.otan 
;;,l!::t~ kl!li)hln,n 

Persentase 
Ruang Bermaln 

22 Ramah Anak % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0 0 0 0 0 00.00 
(RBRA) sesuai 
stanrrar 

-··-··· ... 
persentese 

23 Pusat % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0 0 0 0 0 00.00 
Informasi 

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
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Tar9et Renstra Peran9kat Daen,h Reallsasl Capaian Rask) Ca paian pada Tahun ke - 

NO lndikator Satu•n pada Tahun ke- pada, Tahun ke- padil Tahun ke- 
Kinerjil 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Sahabat Anok 
(PISA) sesua! 
slandar 

Persentase 
Pu sat 

24 Kreatlvltas % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0 0 0 0 0 00.00 
Anak (PKA) 
sesual st.andar 

--··-----·-··· -··· ··-······--- 
perscntasc 
lernbngo 
layanan 
kesehatan 

25 (Puskesmas % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.55 00.00 0 0 0 0 04.55 00.00 
dan Rurrah 
Saklt) Ramah 
Anak sesua! 
stander 

Persentase 
Sekolah Ramah 

26 Anak (SRA) % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.545 00.00 0 0 0 0 4.545 00.00 
(SD, Ml, SMP, 
MTs) sesual 
standar 
Persentase 
lernbaga 

27 pengasuhan D/o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 oo.oo 0 0 0 0 00.00 
alternatlf 0.045 0.045 
ramah anak 
sesual standar 
Persentase 

28 anak korban % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,64028 00.00 0 0 0 0 0,640278 00.00 
kekerasan 
Persentase 
anek yang 

29 be,hadapan % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0 0 0 0 0 0000 
dengan 
hukum; 

30 Persenta'Se % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0 0 0 0 0 0000 
pekerja anak 

Persentase 
anak korban 

31 kekerosan yang % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0 0 0 0 0 00.00 
mendapatken 
iayanan sesuai 
stander 

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
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Ta111et Renotr• Perangkat Oaerah Re..11 ... sl C..paian Ra5io C..p•lan pada Tahun ke • 

NO lndlkator S•tuan p•d• Tahun ke- pada T•hun ke- pada T•hun ke- Kinerja 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Persentase 
Anak korban 

32 periakuan % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0 0 0 0 0 00.00 
salah dan 
eenetantaran: 
Persentase 
Lembaga 
penyedia 
lay211nll1l bagi 

JJ anak yang % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.35 00.00 0 0 0 0 04.3.5 00.00 mernerlukan 
perHndungan 
khusus yang 
sesual dengan 
standar. 
Persentase 
kelompok 
Perlindungan 

34 Anak Terpadu % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0 0 0 0 0 00.00 Ber basis 
Masyarakac 
(PATBM) yon9 
aklif .. ••04,,.,-,..4 __ •• -·····-··~--.--·-- 

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
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Anggaran pada Tahun ke· I Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 

No Program 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Program keserasian 
kebijakan 
peningkatan kualitas - 696, 775,000 561,730,000 341,578,000 696,775,000 341,578,000 
Anakdan 

. - 561,730,000 

Perempuan 
2 Program Penguatan 

Kelembagaan 
Pengarusu tamaan - 
Gender dan Anak . 31,400,000 . ; - 31,400,000 

I 

3 Program I 
Peningkatan Kualitas 

I 

Hidup dan - 67,800,000 67,800,000 
Perlindungan 

. 75,500,000 - - 75,500,000 

Peremouan 
4 Program 

! Peningkatan peran 
serta dan 

; 

kesetaraan jender 
- 919,070,000 614,978,530 : 821,101,382 578,834,530 . 858,801,800 - - - 919,070,000 

dalam 
oembanaunan i 

5 Program pelayanan I 

administrasi 1.100,500,000 1,155,525,00 1.210,550,oo 1,265,575,00 1,320,600,000 i 1,100,50 1,155,52 1,210,55 1,265,5 75,00 1,320,600,00 
oerkantoran 0 0 0 0.000 5,000 0,000 0 0 

6 Program 
peningkatan sarana 185,000, 544,250, 268,500, 
dan prasarana 185,000,000 544,250,000 268,500,000 242, 750,000 272,000,000 000 000 000 242, 750,000 272,000,000 
aparatur L, 

7 Program 

143,980,000 I 150,240,000 
I 

peningkatan disiplin 125,200,000 131,460,000 137,720,000 I ' 125,200, 131,460, 137,720, 143,980,000 150,240,000 
aparatur 000 000 000 

Tabel 2.6 
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Kabupaten Bombana Tahun 2011 - 2015 

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
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Berdasarkan tabel 2.6 dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja program secara umum belum cukup baik, berada dibawah 50%. 

Anggaran pada Tahun ke· Realisasi Anggaran pada Tahun ke· 
No Program 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
8 Program fasilitas I 

pindah/purna tuqas - - I - - - . . - - - PNS I - 
9 Program 

140,000,0 
peningkatan 

40,000,000 48,000,000 42,000,0 44,000,0 kapasitas sumber 42,000,000 44,000,000 46,000,000 46,000,000 48,000,000 
daya aperatur I oo 00 00 

I 

10 Program ' peningkatan I 

pengembangan ! 
sstern pelaporan 
capaian kinerja dan 
keuangan 

2(}17 ·~ 2022 Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Pedndungan Anak 
2.4.1 Tantangan 

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 

lima tahun mendatang adalah sebagai berikut: 
a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan 

mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di 
semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang. 

b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara 
efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender 

dalam pembangunan. 
c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan 

hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender. 
d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit 

untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga. 
e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak 

semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk 

memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya 
perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan 
penipuan. 

f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak 
menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi 

kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif. 
g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak 

harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan 
pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi 

tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak. 
h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang 

menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan d unia 

2 O ~; ? .. :h \ :- ~· ~ ~: Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perindungan Anak 
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c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan 
kesepakatan internasional yang telah diratiflkasi oleh 

pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi 
Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi 
Hak Anak (KHA), Konvensi ILO ten tang Ketenagakerjaan, 
Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan 
Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) 
Tahun 2015-2030). 

d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian 

terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat 
dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait 
perempuan dan anak. 

e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan 

Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam 
peningkatan kualitas pemenuhan hak anak. 

f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat 

2.4.2 Peluang 
Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan 

Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai 
berikut: 

a. Ke bijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah 
tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk 
meningkatkan kesetaraan gender di daerah. 

b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah 
dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, 
perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan 
UNDP. 

usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan 
anak 

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perindungan Anak 
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dioptimalkan untuk mendukung pernberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak. 

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perindungan Anak 
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3.1 Identifikasi Permasalaban Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 
DinasPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas 
Pemberdayaan Perernpuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsi adalah sebagai berikut: 
a. Permasalahan terkait kesekretariatan: 

1) Bel um optimalnya kualitas pelayanan informasi pu blik 
2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan 

program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perindungan Anak. 
3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang 

pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan 

Anak. 
b. Permasalaban terkait kesetaraan dan keadilan gender: 

1) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif 
rendah dibandingkan kondisi ideal se besar 100. 

2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan 
kondisi ideal dan daerah lain. 

3) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, 
terlihat dari rasio keterwakilan perempuan dalam parlemen. 

4) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan 
tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh 
penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. 

5) Belum terlaksananya PPRG di perangkat daerah 
6) Belum optimalnya kelembagaan PUG 
7) Belum optimalnya sistem data terpilah 

BAB III 
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

Renc.ana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
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c, Permasalaban terkait perlindungan hak perempuan: 
1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari 

jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus 

KDRT. 

2) Masih rendahnya kesadaran perempuan dalam hal pelaporan 

kasus kekerasan 
3) Masih rendahnya pengetahuan perempuan tentang alur 

penanganan kasus kekerasan. 
d. Permasalahan terkait perlind ungan anak: 

1) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak 

anak, seperti, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan 
hukum (ABH) 

2) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti 
pornografl, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus 

pornografi dan cyber crime. 

3) Belum optimalnya layanan bagi anak korban kekerasan 
4) Bel um optimalnya lembaga penyedia layanan terhadap anak yang 

memerlukan perlindungan khusus 

e. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak I Pemenuhan Hak 
Anak (PHA): 
1) Belum optimalnya pelaksanaan Kabupaten Layak Anak. 
2) Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat 

dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran. 
3) Tingginya kematian pada bayi dan balita. 
4) Tingginya prevalensi gizi kurang pada balita 
5) Belum optimalnya pengasuhan alternatif dan masih rendahnya 

lembaga pengasuhan alternatif sesuai standar. 

6) Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak. 
7) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah 

anak 

8) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak. 

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
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Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD 
adalah Merupakan visi lanjutan untuk periode kedua, sehingga 
pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan adalah merupakan 

3.2 Telaahan Visi, l\lisi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah Terpilih 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 
1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat 

dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 
2) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia 

industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal. 

g. Permasalahan Kualitas Hidup Perempuan 
1) Masih banyaknya perangkat daerah yang belum menerapkan 

PPRG dalam perencanaan penganggaran. 

2) Masih rendahnya Pemahaman aparatur perangkat daerah 
terhadap PPRG. 

3) Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam legislatif. 
4) Kurangnya keterampilan perempuan yang bisa menghasilkan 

/ meningkatkan pendapatan dalam keluarga. 
5) Kurangnya keinginan para lansiauntuk ikut dalam kegiatan yang 

menjadi program pemberdayaanperempuan 
6) Belum optimalnya pemberdayaan pada disabilitas perempuan 

7) Masih rendahnya pengetahuan para penyandang disabilitas 
perempuan tentang kemampuan yang akan dimiliki melalui 
layanan pemberdayaan perempuan 

8) Belum optimalnya kelembagaan PUG. 

dalam masyarakat partisipasi terkait f. Permasalahan 

9) Belum terbentuknya forum anak di seluruh Kelurahan, 

Kecamatan maupun Kabupaten 
10) Belum terpenuhinya indikator madya pada KLA. 

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan clan I :t O "t ? · · , .• 
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kelanjutan dari periode lima tahun sebelmnya, namun demikian tentu 

strategi dan arah kebijakan akan berubah sesuai dengan permasalahan 

peluang dan tantangan yang akan dihadapi serta pencarian target yang 

telah dicapai pada periode pertama. 

Sehu bungan dengan hal diatas, dengan mempertimbangkan 

kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapai 

serta isu-isu strategis, maka Visi pembangunan Kabupaten Bombana 

untuk periode kedua adalah merupakan gambaran kesuksesan yang 

ingin dicapai dalam periode kedua sehingga Visi adalah merupakan 

kelanjutan dari visi periode lima tahun sebelumnya yaitu 
"MEWUJUDKAN BOMBANA SEJAHTERA (MUNAJAH)'' 

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka 
menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut: 

1. Melanjutkan Percepatan Pembangunan lnfrastruktur; 
dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan 

ekonomi, memudahkan pelayanan pemerin tah kepada 
masyarakat dan membuka isolasi wilayah. 

2. Melanjutkan Reformasi Birokrasi; dimaskudkan untuk 

menciptakan kondisi pemerintahan yang mengutamakan 
pelayanan prima kepada masyarakat melalui penerapan 
prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good 

govermance) aparat yang memilikikompetansi, professional 

serta menjamin kepastian dalam jenjang karir serta promosi 
jabatan. 

3. Melanjutkan Pembangunan Ekonomi; dimaksudkan untuk 
menciptakan suatu system perekonomian masyarakat secara 
berimbang dan menguntungkan pada seluruh strata ekonomi 

untuk mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan 

melalui sector pertanian dan perikanan/ kelautan sebagai 
andalan u tama. 

4. Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya 
Manusia; Dimaksudkan untuk mengembangkan kualitas iman 

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan d.an 
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N Misi, Tujuan dan J Permasalahan Pelayanan Faktor 
0 Sasaran RPJMD I Perangkat Daerah Penghamhat Pendorong 

.. ·-·-·-···-·· -··· -----------···- .... - -.- • • "r ·---··-·•••• .. -·•-·---·-·---•-A·•-••••••~••••·-·-•··- .. •--•--· ·--·- ..... 
l 2. Misi : i Masih banyaknya • Pelaksanaan • Adan ya 

REFORMASI i perangkat daerah yang Perencanaan komitmen 
BIRO KRAS I j belurn menerapkan PPRG clan kepala daerah 

···----- ···---------·-·-·-- ··- ______ __ ! dalam perencanaan penganggaran untuk 
2 Tujuan: j penganggaran. respon sif meningkatkan 

'Meningkatkan ! gender belum Pemberdayaan ' 
Tata kelola I optimal. Perempuan 
pemerintahan clan i Masih kurangnya • Adan ya 

I 
pelayanan Publik ! partisipasi perempuan • Terbatasnya kerjasama yang 

! dalam legislative. pemahamanper baik antara 
i empuandalamu pemerintah 

rusanpolitik daerah clan 
Indikator Sasaran Rendahnya sumbangan instan si terkait 
: pendapatan perempuan melalui 

dalam keluarga lembaga 
'Indeks Reformasi 

I· 
P2TP2A 

Birokrasi 

Tabel 3.1 
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi 

Dan 
Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 

dan takwa, kualitas intelektual serta kesehatan jasmani dan 
rohani melalui peningkatan sector pendidikan dan kesehatan. 

5. Melanjutkan Pemantapan Pembangunan Budaya 
Masyarakat Bombana; dimaksudkan untuk merekatkan 

masyarakat Bombana yang heterogen dalam kebersamaan dan 

kebhinekaannya yang didasari pada kearifan budaya local. 
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perindungan Anakmendukung pencapaian misi ke-dua. 
Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perindungan Anakadalah meningkatkan kesetaraan dan 

keadilan gender serta meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan 
perlindungan anak, dengan sasaran meningkatnya implementasi 
pengarusutamaan gender dan implementasi kota layak anak. 

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat 
dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah 
tercantum pada tabel 3.1 berikut ini. 
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\ 

Faktor N Misi, Tujuan dan ! Permasalahan Pelayanan I 
Sasaran RPJMD I Perangkat Daerah Penghambat Pendorong 0 ' i ~ . 

Terbatasnya Adan ya 3 Sasaran: • Kurangnya keterampilan • • 
'Terwujudnya perempuan yang bisa personil yang komitmen 
Birokrasi yang menghasilkan/ meningkatk melayani kepala daerah 
efektif dan efisien an pendapatan dalam penanganan untuk 

keluarga kasus mengembangka ' 
kekerasan n Kota Layak 

belum optimalnya terhadap Anak 
pemberdayaan pada lansia perempuan dan 
(potensial) perempuan anak 

Kurangnya keinginan para 
lan sia untuk ikut dalam 
kegiatan yang menjadi 

! program pemberdayaan 
perempuan 

belum optimalnya 
pemberdayaan pada 
disabilitas perempuan 

Masih rendahnya 
pengetahuan para 
penyandang disabilitas 
perempuan tentang 
kemampuan yang akan 
dirniliki melalui layanan 
pemberdayaan perempuan 

Belum optirnalnya 
kelembagaan PUG 
Banyaknya kasu s 
kekerasan perempuan yang 
tidak dilaporkan 

Masih rendahnya 
ke sadaran perempuan 
dalam hal pelaporan kasus 
kekerasan 

Masih rendahnya 
pengetahuan perempuan 
tentang alur penanganan 
kasus kekerasan 
semua korban kekerasan 
yang belum mendapat 
penanganan optmal 

Masih rendahnya 
pengetahuan rnasyarakat 
tentang adanya lembaga 
P2TP2A 
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Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana mendukung 
pencapaiantujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat 

daerah adalah sebagai berikut 
1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan 

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut: 
a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender 

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): 

lndeks Pembangunan Gender (IPG) 
b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender 

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: 

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 

3.1 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi 
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian 

N Misi, Tujuan dan Permasalahan Pelayanan Faktor 
---- 

0 Sasaran RPJMD Perangkat Daerah Penghambat Pendorong 
Belum optimalnya kinerja 
lembaga pelayanan 
perempuan 

OPD belum menyediakan 
data terpilah gender clan 
anak 
Belum optimalnya Forum 
data Gender 

Belum optimalnya 
pelaksanan kab/kota layak 
anak 

belum terbentuknya forum 
anak Daerah 

Belum optimalnya 
pemenuhan hak anak di 
kab/kota 

! Banyaknya tindak 
kekerasan terhadap anak 
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2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan. 
Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 
a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan 

termasuk TPPO. 
1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: 

Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; 
dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. 

2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan 
dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun. 

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap 

perempuan termasuk TPPO 
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: 

Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan 
komprehensif sesuai standar kepada seluruh ( 100%) perempuan 

korban kekerasan. 
3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak 

anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus 
Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 
a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak 

anak. 
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: 
Persentase kabupaten/kota Layak Anak 

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait 
perlindungan khusus kepada anak 

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: 
1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus 

yang memperoleh layanan sesuai dengan standar 
2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh 

( 100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan 
perlindungan khusus yang sesuai dengan standar. 

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
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c. l'rleningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus 

kepada anak 
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: 
Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus 
kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif 

se suai dengan standar 
4. l'rleningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar 

lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak 
Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 
a. l'rleningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan 

dunia usaha, media, dan organisasi agama dan 

kemasyarakatan sertaakademisidanlembagarisetdalam 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: 
Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat. 
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I Sasaran J angk.a Sebagai Faktor I 

No I Menengah Permasalahan Pelayanan 
I Renstra Dinas PPPA Penghambat Pendorong Kementerian 

-· -·-·~·~ ·#·-·~------- ·-·-- - - 
1 a. Meningkatnya • IPG meningkat namun • Pelak:sanaan • Adan ya 

I capaian indeks relatif rendah Perencanaan komitmen I pembangunan dibandingkan kondisi dan kepala 

I gender ideal sebesar 100. penganggaran daerah untuk 
I b. Meningkatnya • IDG relatif rendah respunsif meningkatka 

eapaian indeks dibandingkan kondisi gender helum n 
pernberdayaan ideal tlan daerah lain. optimal. Pemberdayaa 
gender • Terbatasnya n Perempuan 

I anggaran 
program untuk 
mendukung 
PUGdan 
Perencanaan 
dan 
penganggaran 

I responsif I 
gender 

2 a. Berkurangnya • Tingginya kasus • Terbatasnya • Adan ya 
kasus kekerasan kekerasan terhadap personil yang kerjasama 
terhadap perempuan, terlihat dari melayani yang baik 
perempuan jumlah kasus kekerasan penanganan an tar a 
termasuk TPPO terhadap perempuan kasus pemerintah 

danjumlah kasus kekerasan daerah dan 
KDRT. terhadap instansi 

• Perempuan banyak perempuan dan terkait 
menjadi obyek anak melalui 
pornografi, rnenjadikan lembaga 
perempuan sangat P2TP2A 
rentan terhadap 
kekerasan. 

Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Bombana berdasarkan Sasaran 

Renstra Kementerian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong 
Keberhasilan Penanganannya 

Tabel 3.2 

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat 
dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan wakil Bupati tercantum pada 
tabel 3.2 berikut ini. 

Renc.ana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan clan 
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Sasaran Jangka Sebagai Faktor 
No Menengah Permasalahan Pelayanan 

Renstra Dinas PPPA Penghambat Pendorong 
Kementerian -------~- 

b. Meningkatnya • Rendahnya 
kualitas perlindungan terhadap 
penanganan tenaga kerja 
kasus kekerasan ditunjukkan dengan 
terhadap terjadinya kasus-kasu s I 

I 
perempuan perlaku an buruk 
termasuk TPPO terhadap tenaga kerja 

I 
perempuan. 

• Belum optimalnya peran 

I kelembagaan 
I perlindungan hak I 
I perempuan. 

3 a. Meningkatnya • Terjadinya berbagai • Terbatasnya • Adan ya 
implementasi praktik buruk yang personil yang komitmen 
kabupaten/kota mengancam hak-hak melayani kepala 
la yak anak di anak, seperti penanganan daerah untuk 
Indonesia. perkawin an anak, dan kasus mengembang 

b. Meningkatnya anak berhadapan kekerasan kan Kota 
kualitas dengan hukum (ABH). terhadap LayakAnak 
im plemen tasi • Munculnya berbagai perempuan dan 

I kebijakan terkait tindak kekerasan anak 
I 
I perlindungan terhadap anak I 

I khusus kepada 
! anak 
j c, Meningkatnya Belum terpenuhinya hak- 
I kualitas sistem hak anak seperti akte 

layanan kelahiran , PAUD, hidup 
perlindungan seha t, sekolah ramah 
khusus kepada anak, Puskesmas ramah 
anak anak, dan pengasuhan 

yang aman. 

I 
I 

I 
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Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana mendukung 
pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara yang 

terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut: 
1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan 

daerah, dengan sasaran meningkatnya indeks pembangunan gender 

dan indeks pemberdayaan gender. 
2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan 

sasaran: Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap 
perempuan. 

3. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan 

sasaran: terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan 

perlindungan khusus anak. 

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara 

Sasaran Jangka Sebagai Faktor 
No Menengah Permasalahan Pelayanan - 

Renstra Dinas PPPA Penghambat Pendorong 
Kementerian 

4 Meningkatnya Kurangnya partisipasi • Pengetahuan • Adan ya 
I partisipasi dan masyarakat dalam dan keped ulian beberapa 

sinergitas lembaga Pemberdayaan organisasi organisasi I 
I 

profesi dan dunia perempuan dan masyarakat masyarakat I 
u saha, media, dan perlindungan anak dan LSM dalam dan LSM I 
organisasi agama Pemberdayaan yang 
dan perempuan dan bergerak di 
kemasyarakatan perlindungan bi dang 

I serta akademisi anak masih Pemberdayaa 
dan lembaga riset kurang n perempuan 

L 
dalam dan 
pemberdayaan perlindungan 
perempuan dan anak I 
perlindungan anak 

I 
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Sasaran Jangka Sebagai Faktor 
No Menengah Permasalahan Pelayanan 

Renstra Dinas Dinas PPPA Penghambat Pendorong PPPA Provinsi 
-~ 

dan jurnlah kasus terhadap instansi 
KORT. perempuan dan terkait 

• Perempuan banyak anak melalui 
menjadi obyek lembaga 
pornografi, menjadikan P2TP2A 
perempuan sangat 
rentan terhadap 
kekerasan. 

• Rendahnya 
perlindungan terhadap 
tenaga kerja dan buruh 
migran perernpuan, 
ditunjukkan dengan 
terjadinya kasus-kasus 
perlakuan buruk 
terhadap buruh migran. 

• Belum optimalnya peran 
kelembagaan 
perlindungan hak 
perempuan. 

3 Terimplementasi • Terjadinya berbagai ,. Terbatasnya • Adan ya 
kannya praktik buruk yang personil yang komitmen 
kabupaten/kota mengancam hak-hak melayani kepala 
layak anak dan anak, seperti pekerja penanganan daerah untuk 
perlindungan anak perkawinan anak, kasus mengembang 
khusus anak dan anak berhadapan kekerasan kan Kota 

dengan hukum (ABH). terhadap Layak Anak 
• Munculnya berbagai perempuan dan 

tindak kekerasan anak 
terhadap anak 

• Belum terpenuhinya 
hak-hak anak seperti 
akte kelahiran , PAUD, 
hidup sehat, sekolah 
ramah anak, Puskesmas 
ramah anak, dan 
pengasuhan yang aman. 
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3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 
Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak 
berimplikasi terhadap lingkungan. 

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 
Sebagaimana diketahui, Kebijakan dan strategi penataan ruang 

wilayah Kabupaten Bombana terdiri atas 1) Kebijakan dan strategi 
perencanaan ruang wilayah yang meliputi penetapan struktur ruang 

wilayah, penetapan pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis 2) 
Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah 
memuat kebijakan dan strategi sistem perdesaan; kebijakan dan strategi 
sistem perkotaan; kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan 

perdesaan dan kawasan perkotaan; ke bijakan dan strategi 
pengembangan system jaringan prasarana wilayah. Lebih lanjut, untuk 

mengembangkan rencana fungsi dan sistem kewilayahan, ditetapkan 
se banyak 3 (Tiga) Wilayah Kawasan Strategis Ka bu paten Bombana, yang 
terdiri atas: 1) Kawasan Strategis Satu (I) Kecamatan Kabaena dan 
Pemekarannya; 2) Kawasan Strategis Dua (II) Kecamatan Poleang dan 
Pemekarannya; 3) Kawasan Strategis Tiga (III) Kecamatan Rumbia dan 

Pemekarannya; 
Dalam melaksanakan rencana program dan kegiatan Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Bombana juga mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang 
untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan 
dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Bombana, sesuai 
dengan RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 

3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 
Hidup Strategis 
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3.3 Penentuan Isu-lsu Strategls 
Analisis identifikasi permasalahanberdasarkan tugas dan fungsi 

pelayanan ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana adalah 

sebagai berikut: 
1. Masih banyaknya perangkat daerah yang belum menerapkan 

PPRG dalam perencanaan penganggaran 
2. Masih rendahnya partsipasi perempuan dalam bentuk ekonomi 

kreatif 
3. Rendahnya pemberdayaan terhadap penduduk perempuan 

kelompok lansia dan penyandang disabilitas 
4. Belum optimalnya implementasi pengarustamaan Gender 
5. Banyaknya Kasus kekerasan perempuan yang tidak dilaporkan 

6. Belum optimalnya penanganan korban kekerasan perempuan 
7. Bel um optimalnya kinerja lembaga pelayanan perempuan 
8. Belum optimalnya ketersediaan data terpilah gender dan anak 

dengan melibatkan seluruh OPD 
9. Belum optimalnya pelaksanaan kabupaten layak anak 
10. Banyaknya tindak kekerasan terhadap anak 

11. Belum optimanya kelembagaan pelayanan anak dan ketersediaan 
fasili tas yang sesuai standar layanan 

--------~·----~----------~------~-----~~----·-~----·--••-n.-••·-~~~~--- 
f,:o-,, Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perindungan Anak 
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4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka l\tenengah Dlnas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perllndungan Anak Kabupaten Bombana 

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh 
Dinas Pemberdayaan Permpuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 
Bombana Adalah : "Mewu.judkan Birokrasi yang efektif dan efisien" 

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja 
sasaran Dinas Pemberdayaan Permpuan dan Perlindungan 
AnakKabupaten Bombana disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini 

TUJUAN DAN SASARAN 

BAB IV 

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan 
Perempuan clan Perindungan Anak 
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Sasaran Kondisi I lndikator Target Kinerja Sasaran Target 
No Tujuan lndikator Sasaran Satuan Awal I Akhir 

Tuju,n 
2017 I 2018 2019 2020 2021 2022 Renstra 

1 Mewujudkan Peningkatari 1 Meningkatnya o;o 

pelayarian rrilai predi kat peran serta Tingkat Partisipasi 57,25 
birokras i yang SAKIP perempuan dalam angkatan kerja 58,42 56,92 62,18 62,53 63,07 63,07 
bersih dan pembangunan perempuan (TPAKP) 
akuntabel 2 Meningkatnya Caku pan Perempuan o;o 

I Perlindungan dan Anak Korban 
Perempuan dan Kekerasan yang 100 100 100 100 100 100 100 
Anak mendapatkan 

Perlindungan 

3 Menigkatnya Hasil Evaluas i SAKIP Predikat 
akuritabilitas Dinas Pemberdayaan 
Kinerja Dinas Perempuan dan - cc BB BB A A A 
Pemberdayaan Perlindungan Anak 

I 
Perernpuan dan Ka bu paten Bornbana 
Perlindungan Anak Oleh Inspektorat 

Daerah • 

Tabel 4.1 
Tujuan dan Sasaran Jangka :Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Bombana 
Tahun 2018 - 2022 

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan I 2 O 17 - 2 0 :22 
Perempuan dan Perindungan Anak . ,--~~~~~~~~~--~--~~~ 

.. --···---··--~-------------------- 
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5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Permpuan dan 

Perlindungan Anak 
5.1.1 Strategi 

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran 

adalah sebagai berikut: 
1. Meningkatkan kualitas Keluarga dalam Pembangunan melalui 

pelatihan dan sosialisasi terhadap perempuan dalam organisasi 

kemasyarakatan 
2. Meningkatnya Partisipasi Perempuan dilembaga pemerintah melalui 

Peningkatan kapasitas perempuan 
3. Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat 

melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat. 
4. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, 

masyarakat tentang pentingnya pengintregasian perspektif gender 

dalam pembangunan diberbagai bidang 
5. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data 

pilah gender 
6. Meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak melalui penetapan 

kebijakan pemenuhan hak-hak anak, pendampingan teknis dalam 

penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif anak dan 
membangun jaringan dengan dunia usaha. 

7. Meningkatkan pemahaman perempuan melalui sosialisasi tentang alur 
penanganan kasus kekerasan yang sesuai dengan alur pelaporan 
penanganannya 

8. Meningkatnkan SDM dan kualitas layanan kasus kekerasan 
perempuan yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi 
kesehatan dan sosial, penegakan dan bantuan hukum dan 

pengasuhan alternative 
9. Meningkatkan kapasitas lembaga pelayanan perempuan dalam 

BABV 
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

2017 - 2022 Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan 
Perempuan clan Perindungan Anak 



66 

5.1.2 Kebijakan 
Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah 
sebagai berikut: 
1. Sosialisasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Keluarga 

2. Workshop penerapan SS dalam keluarga 
3. Pembinaan Peningkatan peran serta wanita menuju keluarga 

sehat sejahtera 
4. Koordinasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga (MoU) dan 

Perjalanan Koordinasi 

5. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 
6. Peyusunan Kegiatan Teknis Pelaksanaan PUG 
7. Pelatihan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 

8. Peningkatan Kualitas SDM pengumpulan, pengolahan, analisis 
dan penyajian data gender dan anak bagi SDM pengelola data 

9. Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak 

Penyusunan Profil data gender dan anak kabupaten bombana 
10. Fasilitasi Pengelolaan Sistem Informasi Online Perlindungan 

Perem puan dan Anak 

11. Peningkatan kapasitas korban kekerasan termasuk TPPO dalam 
mengembangkan usaha ekonomi produktif 

12. Pelatihan petugas Pengelolah Data Simponi PPA e-Kekerasan 

13. Upaya Perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 
14. Sosialisasi Kabupaten Layak Anak 
15. Advokasi pembentukan Kecamatan, Desa dan Kelurahan Layak 

Anak 

mengembangkan layanan tentang perempuan mencakup pengaduan, 

rehabilitasi , bantuan hukum, pengasuhan alternatif dan sebagainya 
10. Meningkatnkan SDM dan kualitas layanan kasus kekerasan 

perempuan yang mencakup layanan pengaduan , rehabilitasi 

kesehatan dan sosial, penegakan dan bantuan hukum dan 

pengasuhan alternative. 

Rencana Strategis Oinas Pemberdayaan I 20i7 ~ 2022 
Perempuan dan P~~dungan Anak I 
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16. Partisipasi Forum Anak Daerah 
17. Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten La.yak Anak 
18. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam melaporkan kasus 

kekerasan terhadap perempuan dan Anak termasuk TPPO 

19. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan 
perlindungan bagi perempuan dan dan anak korban kekerasan 
termasuk TPPO 

20. Penyediaan sarana dan prasarana bagi lembaga penyedia 

layanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban 
kekerasan termasuk TPPO 

21. Advokasi dan sosialisasi kebijakan pencegahan kekerasan, 

eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap 
anak lingkup daerah kabupaten/kota 

22. Koordinasi pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan 

perlakuan salah lainnya terhadap anak lingkup daerah 
kabupaten 

23. Pelayanan pendampingan [layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, 

bantuan hukum, reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi 
perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus 
lingkup daerah kabupaten/kota dan Provinsi 

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perindungan Anak 
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I 
No 

\ 
Tujuan Sasaran Strategi Kebiiakan 

1 i Mewujudkan Meningkatnya 1. So sialisasi Kebijakan 
i pelayanan peran serta Peningkatan Kualitas 

birokra si perempuan Keluarga 
yang bersih dalam 2. Workshop 
dan pembangunan 1. Meningkatkan kualitas 

pen er a pan 

\ akuntabel Keluarga dalam 5S dalam keluarga 

Pembangunan melalui 3. Pembinaan 

pelatihan dan sosialisasi Penjngkatan peran 

terhadap serta wani ta menu ju perempuan keluarga sehat 
dalam organisasi 
kemasyarakatan 

sejahtera 

2. Meningkatnya Partisjpasi 
4. Koordina si 

I Perempuan dilembaga Pelaksanaan 
: Peningkatan Kualitas pemerintah melalu i 

Peningkatan kapasitas Keluarga (MoU) dan 
Perjalanan Koordinasi 

perempuan 5. Penguatan Meningkatnya kualitas 
hidup perempuan pad a kelembagaan 

kelompok rnasyarakat pengarusutamaan 

melalui pemberian gender dan anak 

pelatihan keterampilan 6. Peyusunan Kegiatan 

dan ban tuan alat. Teknis Pelaksanaan 

4. Meningkatkan PUG 

pemahaman dan 7. Pelatihan 

komitmen pemerintah Perencanaan dan 

daerah, masyarakat penganggaran 

ten tang pentingnya responsif gender 

pengin tregasian perspektif 8. Peningkatan Kualitas 

gender dalam SDM pengumpulan, 

pembangunan diberbagai pengolahan , analisis 

bi dang dan penyajian data 

5. Memperkuat sis tern gender dan anak bagi 

penyediaan, SDM pengelola data 

pemu takhiran, dan 9. Pengembangan sistem 

pemanfaatan data pilah inforrnasi Gender dan 
Anak gender 

10. Penyusunan 
Profil data gender dan 
anak kabupaten 
bombana 

I 11. Fasilitasi ! 

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, 
Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut ini. 

Tabet 5.2 
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan 

Permpuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana 
Tahun 2017- 2022 

20·17 * 2022 Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perindungan Anak 
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No Tujuan Sa saran Strategi Kebiiakan 
Pengelolaan Si stem 
Informasi Online 
Perlindungan 
Perempuan dan Anak 

Meningkatnya 1. Meningkatkan kualitas 1. Peningkatan 
Perlindungan pemenuhan hak anak kapasitas korban 
Perempuan dan melalui pen eta pan kekerasan termasuk 
Anak kebijakan pemenuhan TPPO dalam 

hak-hak anak, mengembangkan 
pendampingan teknis us aha ekonomi 
dalam penyusurian produktif 
program, kegiatan dan 2. Pelatihan petugas 
anggaran yang responsif Pengelolah Data 
anak dan membangun Simponi PPA e- 
jarmgan dengan dunia Kekerasan, 
u saha. 3. Upaya Perlindungan 

2. Meningkatkan perempuan terhadap 
pemahaman perempuan tin dak kekerasan 
melalui sosialisasi tentang 4. Sosialisasi 
alur penanganan kasus Ka bu paten La yak 
kekerasan yang sesuai Anak 
dengan alur pelaporan 5. Advokasi 
penanganannya pembentukan 

3. Meningkatnkan SDM dan Kecamatan, Des a 
kualitas layanan kasu s dan Kelurahan 
kekerasan perempuan Layak Anak 
yang mencakup layanan 6. Partisipasi Forum 
pengaduan, reha bili tasi Anak Daerah 
kesehatan dan sosial, 7. Ra pat Koordinasi 
penegakan dan ban tu an Gugus Tu gas 
hukum dan pengasuhan Kabupaten La yak 
alternative Anak 

4. Meningkatkan kapasitas 8. Peningkatan 
lembaga pelayanan kapasitas 
perempuan dalam masyarakat dalam 
mengembangkan layanan melaporkan kasu s 
ten tang perempuan kekerasan terhadap 
mencakup pengaduan, perempuan dan 
reha bili tasi ,ban tu an Anak termasuk 
hukum, pengasuhan TPPO 
altematif dan sebagainya 9. Peningkatan 

5. Meningkatnkan SDM dan kapasitas SDM 
kualitas layanan kasu s lembaga penyedia 
kekerasan perernpuan layanan 
yang mencakup layanan perlindungan bagi 
pengaduan • rehabilitasi perempuan dan dan 
kesehatan dan sosial, anak korban 

2017 ~ 2022 Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perindungan Anak 
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No I Tujuan Sasaran Strategi Kebliakan I 
penegakan dan ban tu an kekerasan termasuk 
hukum dan pengasuhan TPPO 
alternative. 10. Penyediaan 

saran a dan 
prasarana bagi 
lembaga penyedia 
layanan 
perlindungan bagi 
perempuan dan 
anak korban 
kekerasan termasuk 
TPPO 

11. Advokasi dan 
sosialisasi kebijakan 
pencegahan 
kekerasan, 
eksploitasi, 
penelantaran dan 
perlakuan salah 
lainnya terhadap 
anak lingkup daerah 
kabupaten/kota 

12. Koordinasi 
pencegahan 
kekerasan, 
eksploitasi, 
penelantaran dan 
perlakuan salah 
lainnya terhadap 
anak lingkup daerah 
kabupaten. 

13. Pelayanan 
pend am pingan 
(layanan kesehatan, 
re ha bili tasi sosial, 
ban tu an hukum, 
reintegrasi sosial 
dan pemulangan) 
b agi perem pu an dan 
anak yang 
memerlukan 
perlindungan 
khusus lingkup 
daerah 
kabupaten/kota dan 
Provinsi 

2017 - .2!)22 Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perindungan Anak 
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A. Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam 
pembangunan 

1. Sosialisasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Keluarga 

2. Workshop penerapan SS dalam keluarga 
3. Pembinaan Peningkatan peran serta wanita menuju keluarga 

sehat sejahtera 

4. Koordinasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga (MoU) 
dan Perjalanan Koordinasi 

5. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 

6. Peyusunan Kegiatan Teknis Pelaksanaan PUG 

7. Pelatihan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 
B. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan 

Anak 
1. Peningkatan Kualitas SDM pengumpulan, pengolahan, analisis 

dan penyajian data gender dan anak bagi SDM pengelola data 
2. Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak 

3. Penyusunan Profil data gender dan anak kabupaten bombana 
4. Fasilitasi Pengelolaan Sistem Informasi Online Perlindungan 

Perempuan dan Anak 

C. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan 
Perempuan 

1. Peningkatan kapasitas korban kekerasan termasuk TPPO dalam 
mengembangkan usaha ekonomi produktif 

Rencana program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Bombana yang akan dilaksanakan selama 
lima tahun diuraikan sebagai berikut: 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, 
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 

BAB VI 

2017 w 2022 Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan 
Perempuan clan Perindungan Anak 
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2. Pelatihan petugas Pengelolah Data Simponi PPA e-Kekerasan 

3. Upaya Perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 

D. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan 
Anak 

1. Sosialisasi Kabupaten Layak Anak 
2. Advokasi pembentukan Kecamatan, Desa dan Kelurahan La.yak 

Anak 
3. Partisipasi Forum Anak Daerah 
4. Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak 
5. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam melaporkan kasus 

kekerasan terhadap perempuan dan Anak termasuk TPPO 

6. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan 
perlindungan bagi perempuan dan dan anak korban kekerasan 
termasuk TPPO 

7. Penyediaan sarana dan prasarana bagi lembaga penyedia 

layanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban 
ke kerasan termasuk TPPO 

8. Advokasi dan sosialisasi kebijakan pencegahan kekerasan, 
eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap 
anak lingkup daerah kabupaten/kota 

9. Koordinasi pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran 
dan perlakuan salah lainnya terhadap anak lingkup daerah 
kabupaten 

10.Pelayanan pendampingan (layanan kesehatan, rehabilitasi 
sosial, bantuan hukum, reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi 
perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus 

lingkup daerah kabupaten/kota dan Provinsi 

E. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
1. Penyediaan jasa surat menyurat 

2. Penyediaanjasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional 

2017 ~ 2022 Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perindungan Anak 
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4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, peralatan kebersihan dan bahan 

pembersih 
6. Penyediaan alat tulis kantor 
7. Penyediaan barang cetak dan penggandaan 
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 

9. Penyediaan makanan dan minuman 

10. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 
12. Penyediaan Jasa Publikasi 

.F. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
1. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 
2. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 
3. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor 
4. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor 

5. Pemeliharaan rutin/ berkala komputer 
6. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Roda Dua 
7. Pengadaan Laptop/komputer 
8. Pengadaan Mobiler (meja rapat} 
9. Pengadaan Printer 

10. Pengadaan Infokus (OHP) 
11. Pengadaan TV U mum 32 Inc 

12. Pengadaan Keyboard (electone) 
13. Pengadaan Kursi Rapat 
14. Pengadaan Harden 
15. Pengadaan UPS 

G. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (PDH) 
2. Pendidikan dan pelatihan formal pengadaan pakaian hari-hari 

khusus 

H. Program Peningkatan Kapasitas Sumber dayaAparatur 
1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan 
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2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 

]. Program Peningkatan Sistim Perencanaan PD 
1. Penyusunan Renstra PD 
2. Penyusunan Rencana Kerja SKPD 

3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 

I. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan 
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD 

2. Pendidikan dan pelatihan formal 

2017 .. 2022 Renrana Strategis Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perindungan Anak 
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I 
11 500.000.0 11 520.000.0 l lO 555(100.000 3;30 555.000 D 

menuju Pembirraa ah 00 0 00 0 00 0 00 00 
keluarga 

n J'2WKSS KK 
sehut 
ecjah tera ! 
Kocrdinaei 
Pelaksanaan Jumlah Ju 
Penin gkatan 

Lernbaga 
ml 

Kunlitaa sh 170.000.0 170.000.0 170.000.0 170.000.0 170000 0 
Kel uarga yg Le 0 1 00 2 00 2 00 2 00 2 170 000 000 00 
[MoU) dan bc ker'[ase mh 
Perjalanun ma aga 
Koord+naei 

Procn,m Pe ... enta•: . 

Penlncltata • lr.eh·:rllbat n Peran . 
&o:rta dan an 
lr.e•etatll&D Perempua % 

. 24,8 
34,6 soo.ooo, 36, soo.ooo. 37,' soo.ooo.o ·39, S00.000, ··40,e !500,000,00 40,83 soo.ooc." l!ID, KllP 

,~nder 
'. n PeJabat J 7 000 2J 000 7!! 00 29 000 3 0 000 a, KK 

da.lam Struktu.ta 
pembanp.n I di 

.·. 

Lembac• an Eksekutlf 
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Kond , .. Tucot 
IDdlkator Awai 

Sa•ar lodlk Kfn.rJa 

I 
Unit Korja 

Tujuao lodlkat aD atOJ" Pro cram Propam Sat 2018 2019 2020 2021 2022 Tucet Akhlr Reoatra p•r•n1Jr.at 
No Ren•tra or Stnt Saaar dao (outcome) ua daerah 

Tujuao 
•cl• 

Kecilltac dao a Tabu I Penan111..ln an Kecl•tan c-Jawab D I .•.. ,._ ··- ............ --· I·· 
.. ____ .... ....... .... (output) 2017 tuce tar tar · tar -· tarce l .. ..- .•.. .. ·-~--- 

t Rp 
cot 

Rp 
c•t 

Rp 
cot 

Rp t Rp tarcet Rp 

I 
I 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 IS JO lJ 12 13 14 JS 16 17 IS 

Jumlah. 
forum/po 

Pc nguatan kja PUG 
yang Po 

f kf~lt!n1bngaA11 tcrbentu k kja pcngaru aute 0 25 l50.000 0 31 150.000.0 20 150.000.0 25 150.000 0 3l 76 150.000.0 
i maan gender dan PU 00 00 00 DO 

150.000.000 00 
I den unak beroper-aai G 
; onal yang I 

I 
dibcr'daya I 
ken i 

Peyuaunan Jumlah I 
Kegieten Perda PUG Do I 
Tekriie 0 1 

I 

200.0IXJ.O l 200.000.0 I 200.000.0 l 200.000.D 1 3 200.000.0 
Pefakaanaau ynng k 00 OD 00 00 200.000.000 00 
PUG diaahkan 

I : 
Petatihan .Jurnlah 

I 
I 

Pcrencanaan Kegiatnn I dan Ke yg 0 l 
I 

l50.000.0 l 150.000.0 I 150.000.0 l 150.0000 1 I 3 150.000.0 
pengenggara dilakauna 8 00 00 00 00 l;iOOOO 000 00 n respouaif 

kan gender 
Persecta• 
e 

I Poraopat 
Poocuotao Daer ah 
Kelembac•• yaoc 

I Bl DANO D memUilr.i, 330.000. J,B 330.000. 47, 310.000.0 71, 330.000. 92,4 330.000,00 330,000. DATA DAN Pec1aft.l1ta mecc % I,89 I,89 000 9 000 ! 17 00 70 000 5 0 92,43 000 INFORMA maac update 
Gender dac daD I 

81 

ADU mecccuc ! akac data I seeder I i d•c acti':k ! 
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Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan l 20·17 ~ .2022 
Perempuan dan Perindungan Anak 

. - ... 
; 

Kond 
Isl Tar1ot 

lndika.tor Awai 

8a•u lodlk KiDU.jQ UnltKe,ja 
Tujuan lodlkat 

OD a tor Pro1ram Pro cram Bot 2018 2019 2020 202! 2022 Tarcet Akhlr Ren•tra pen.n1ltot 
No Renatra or Btnt 8aaar dan routcomel ua daerab. 

Tujuan e1!1 Kecfatan dan D Tabu Penanccun an Kecl•ta.n 1-Jawab D .. (output) .. 20!7 tarce: · tar tu tar tarce 
t Rp 

1•t 
Rp 1et Rp cot Rp t Rp tar1et Rp 

2 3 4 6 6 7 8 9 12 ! !3 14 15 IO II 12 !3 14 15 16 17 I8 

Peningkatan 

I 
Kualitaa 
SDM 
pe ngurnpula 
n, I 
pengolahun. Jumlah Ke 
analiuia dan Kegiatan gie 0 85.000.00 85.000.00 90.000.00 85.000.00 85.000 000 3 85.000 00 
pe oyaltan pelatihcn tan 0 0 0 0 0 
dnta gerrder 
dan anak 
bagj SDM 
perigclola 
data 
Pe ngenrbang 
ctn aietern Jumlah Ke 
infcrmusi Kegiatan gia 0 73000 00 75 ()00 00 5.3.000.(10 75.000.00 75.000.000 a 75.000.00 
Oeuder dan :tD.f!>ii:..liMH.si tan 0 0 0 0 0 
Anak 

i 
Penyueunan 
Profil do.ta Do 
gender dan churilah ku 0 150.000.0 150.000.0 150000.0 150.000.0 3 150 000.0 anak dokumen me 1,,0.000.000 00 ()0 00 00 00 kabupate n n 
bornhana 

Faailitaai 
Pengelolaan Jumlah 
Siatcm data 

Do Inforrnaai Kekem sun ku Onhnc y~ng 10.000.00 20.000.00 15.000.00 20 OOll 00 20.000.000 3 20 ooo.co 
Pe rlindu nga tcr-ecdia me 0 0 0 0 0 

eccare n 

Pe rempuan online 
dan Anak 

i 
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........ _ .. ,, .. ·- __ ,. ---·-- ·--· .. _,,,_ .. ,.,_ .... - ... - ...... _,_ .. ,_ .. ., L, __ ,,,_,,,_ .. 
' ._ .. L -- .. . 

70.000 {)() 
0 

3 70 OO(J (~)0 70 000 oo 
0 

60.000.00 
0 

70.000.00 
0 

70.()()(J.00 
0 

0 

~h-• 
• Pelayanan 
Ka1U9 
Kekera•• 
n 
terbadt.p 
Per.ompuo. 
ndan 
Anal& 
termasuk 
TPPO 
,esuai 
1tllDda.r 
Jumlah 
Pembinua 
n korban 
kekeer-aan 
tet-hadap Ke perempua 

gm 

terruaeu k tan 
TPPO yang 
merniliki 
uaahe 
ekonomi 

100 100 DP3A 805.000. 
000 

805.000.00 
0 

.750.000. 
000 

10 
0 

. 665.000.0 
00 

805.000. ooo :20 
0 

750.000. 
000 

100% % 10 
0% 

13 1:2 9 8 7 

Pcningkatan 
kapaaitas 
korban 
ke.keraaan 
tcrmaauk 
TPPO dalam 
mcngemban 
gkan uaaha 
ekonotni 
produkrif 

Pro cram 
. P•nln&kata 

nKuaUta• 
Hidup dan 
Perllndun1a. 
n 

. Petempuan - , 

an 
Kelle 
raw an 
yan1 
mend 
apatk 
an 
PorU 
ndun 

. ..c•n-~t,-.,...-,,----~+ 

6 5 

Caku 
pan 
Pe.., 

Molli mpua 
np1. ndan 
tnyo Anal& 
Peru Korh 
ndun 
pn 
Pen 
mpua 
n 
dan 
Anal& 

4 

Tarcet 

Unit Kerja 
:2019 :20:20 :2021 2022 T•rc•t Akhlr Renatra pel'llll11&at 

daerab. 
Penau11un 

1-Jawah 
tar Rp ta~ Rp tar Rp tare• Rp tar1et Rp 1et 1et 1et t 

14 15 10 11 1:2 13 14 15 16 17 18 

i KoDd 
I Isl 
I Jnd:lkator Awai 

Saur i Jo.dill Kinerja 
Tu.Juan lnd!kat an a tor Pro1ram Pro cram Sat :2018 No or dan [outcome] ua Ren1tra Stnt 

! 
8ua.r Tu.Juan .,1. Ke1fatan ·dan n Tahu 

l an Ke&1at•n n 
loutputl :2017 tarce I t Rp 

3 

20·17 - 2022 Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perindungan Anak 
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Koi>d 
lat Tar1et 

li>dlkator A-1 

s ..... li>dlk Kli>orja Unit Kerja 

Tajuai> !i>dlkat .,. a.tor Provam Pro1n.m Sat 2018 2019 2020 2021 2022 Tar1•t Akblr Rei>atra perai>pat 
No Ren1tra or Strat Saur dai> 1outcome) ua daerab 

Tujuai> .,,. .,. Keclatan dan " Tabu I Pei>an1cun 
Ke11atan 11 I 1-Ju,ab 
(output) ·2017 tar1e I tar Rp. tar ·tar tar1e 

t i Rp ,.t ,.t Rp 1et Rp t 
Rp. tar,et Rp 

I 
2 3 4 5 6 7 s 9 12 13 14 15 10 ll 12 13 14 15 16 17 18 

Pelatihan ! t pctugas h:(: Pcugelolah .Jumlah 0 60.000.00 60.000.00 50.000.00 60.000 00 60 000 00 
Data Kegiatan 

gra 60.000.000 
Simponi PPA tan 0 0 0 0 0 

e-Kekeraaan 

Upaya ! PerIinclunga 
n durnlah K~ 
perempuan Kegiatan gia 0 50 ooo 00 50,000.00 40.000.00 50.000.00 50.000.000 3 50.000.00 
ter-hadap Boaialiaaai rnu 0 0 D 0 0 
tindak 
kekeraaar- 

. · . · .. ·, ·. · ........ ·:'-' . .-.· .. , .; <: ....... • . ................... .': ... ·.; i 1>; .·•· 
Predlht . .. 

') 'Pro1ram .· ·. 

Ke•1u•asl•1>:"· · .. :. dalam Pre. 
. · .. ·· '. •. 

Evalu.i1.at'" · . 
.. . . BIOANG kebljakai> , Pen1emba ,dJk .' ii ·. . Pra·· Pra 

62s'.ooo, ; PEMENUH 
pei>!i>1katai> at/ 0 25 570.000. szs.ooo.' 515,000.0 ta 570.000, ,,._,..,., __ .... nn. ·. Mad ya . ·. . ANHAK .. 
k.uaUtas Dll\D Bk 000 ma· .. ·: 000 
anak dan Kabupate · .. ·or - . · . 

·.• ... >: : ANAK_ 
"Layak s.: ' .. .. ·., :- .. 

po~mpu-an Aru>k 
,, .,· '· · .. .•· 

' ..... ···.· 
: · .• · 

' I . ·_.·· . -: .. . : · .. .·:-: 

I 
Soeialiaaei clumluh Kc 

I 
Knbupat.cn 

Kegiatan gie so ooo oo 50.000.00 35000.00 50.000.00 50.000.000 50.00U.00 
Layak Anek tan 0 0 0 0 0 

i i 

Advok=:1!'.i I 
I 

pcmhenruka Jl.lmlei..1:1 

I 
11 

Kecamat a 
Ke 

Kecamaten , n, kcldun giu 0 40.000.00 50.000 oo 4ll.OOO.OO 40.000.00 50.000.0()0 50.00rl.00 
Deea dan t.A.11 0 0 

I 

0 0 0 
Kel urnhan Dcea 

t.ayak /'\nnk 

-----~i ___ L.-_ ____ ~l----------·-~-- 

:2017 - 2022 Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan I 
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50.000.000 3 50.000.00 
0 

3 3 3 5().000 00 
0 

3 50.000 00 
0 

50.000 00 
0 

,,0.000.00 
0 

0 

Ke 
gia 
tan 
/K 
ah 

Peningkatan 
kapaeitas 
masyarakat 
dalam .Iurnlah K•.• melapor-ken lapor-an gia kasus maeyarak tan 35.000 00 ,-0.000.00 35.000.00 35.000.00 50.000.00 kckcreean Rt yang /D 0 0 0 0 50 000.000 0 terhadap d-tindnkla ok perempuan njuti 
dau Anak 
tcrmaeuk 
TPPO 

Penirigkatan 
kapaeha s 
SDM 
lernbaga 
penyedia 
layenan .Jumlah Kt.: perhndunga 

Kegimen gia 120.0()0 0 130.000.0 100 000.0 120.000,0 130.000.0 
n bagi Pelnuhen t,;n 00 00 00 00 

130.000.000 
00 

pc1·e1npLJl't11 

dan dan 
anak korbu n 
kckcreaan 

I I I 
terrnaauk 
TJ)PO 

I I 
81 

2 3 4 5 6 7 

.Jurnlah 
Parueipaei Kegiaten 
For uru Anak )"~ 
Daer-eh dilakaana 

kan 
j umlah 
anggot:a 
gugus 

Rapat tugas 
Koordinasl yang 
Gugu e Tuge a memilikl 
Kabupaten kegiat.an 
Layak Anak dalam 

pemenuhe 
n hak 
~nRk 

12 

tail 

Ke 

Tarcet 

Ualt Kerja 

2018 20111 2020 2021 2022 Tarcet AJr.hfr Renstra peraa.pat 
daerah 

I l Penan1111n 
c-Jawab 

tar .... R.p .. _, tar· tor Rp. . tare• 
I Rp cot cet Rp ,.t t Rp tarcet Rp 

I 
I 13 14 15 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

: 
! 50.000.00 50.000.00 50.000.00 50.000.00 50.000.000 o0.000.00 
i o 0 0 0 0 
I 

8 

Kond 
Isl 

Indfkator A-I 

Saa.r Inclllt KIDerja 
!Ddlltat Procra.m Pracram Sat TuJuaa ... a tor No Rea.atra or Stnt 8a1ar 

daD (outcome) UR 
Tujuaa •rl• Ke1fatan dRD " Tabu ... Keclataa 

" .. (cutput) 2017 tarce 
t 

2017 ~ 2022 Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan I 
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35.000.00 
0 

40.000.00 
0 

60.000.00 
0 

'.1~ ono.coo 

82 

25000.00 
() 

:..25.oon.oo 
0 

,Jl1mt;tl. 
srakcbolde 
1- ym1g 
bt:kt:!j..t~f\ Ke mu dala.m 
pencegehe g,a 

t.]11 
n 
kf.:kl?TH~~n 
ti::r)1:hi~p 
anak 

.Jumltth 
koor-ljnaai 
pe nccgaha 
n 
k1·krnu;.111 

Ke 
t•k:i.p1•Jit.'.l9± 111-1 () 

tan 
pervelanfat 
on dan 
pct-lakuan 
:"!:tl.,h 
luinnva 

40 000 ()()(J 
30.000.00 

0 

40 01)0.00 
0 

40.000.00 
0 

60.000.00 
0 

30 000.00 
0 

(l uni 
l 

.Jurnlah 
K{:gio.tan 
pt;n~a<lt\a 
fl aar ana 
df<tl 
praaar ana 
Y'Hll-C 
kr~i::cdm 

lO 
60 000 000 

i o 

30000.00 
0 

60.000.00 
0 

10 

~5 ooo.oo 
0 

10 

35.000.00 
0 

10 

13 

Tar1ot 

U11ltK,tja 
2019 2020 20:11 202:1 Tar&et Akhlr Re 11atra pera111llat 

da•rab 
Penan11un 

i 1·Jawah 
tar tar tar ta11• ! 

Rp Rp Rp Rp I tariet Rp 
l•l &et C•t t 

i 
14 1S JO ll 12 13 14 15 I l6 17 18 

I 

6000ll.()() 
() 

.o 

9 8 7 6 

A.dV<.~kK~I 
dan 
soeiulieasi 
ke bijakan 
pencegahan 
kckerasau , 
eksploiteet. 
pc nelantara 
n dan 
perlnkuan 
sulah 
Iainnya 
tcrhadap 
anak Jin~kup 
daerah 
kabup~t+;n/ k 

ke kera s an 
tr:nntJ~lll-: 
1'PPO 

korban 

Peuyediaan 
serana dan 
prnearnne 
bngi lembaga 
pcriyedia 
tayanan 
pr.rlindunga 
n bagi 
perempuan 
dan enak 

'· 
3 2 

KoDd 
Isl 

IDdf.kator A-I 

Ba•ar J11dlll Ki11otja 
Tujua11 l11dlkat a tor Pro1ram Pro1:ram Bat ::i<llB 

No or ... da11 IGut~ome) ua Ren•tra lltnt aaaar Tujua11 .,,. K•1lata11 da11 D Tahu 

) 
an Ke1tata11 n (-tput) :1017 t:at1• 

l Rp 

Koordinr1ki 
pe nccgahan 
ke keraaen , 
ck sploitasi. 
perietantare 
n clan 
perlakuan 
aalah 
lainnyn 
tcr'hadap 
<1J1ok lirigkup 
daerah 
kabupateri 

6 
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Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan 2017' ".2022 
Perempuan dan Perindungan Anak 

i Kond I 
!al T•r1et 

lndlkator Awai 

Ba• ... India KfnerJ• 

I 
Uolt K•r.1• 

Tujuan !Ddlkal an a tor Pro cram Pror,-am Bat 2018 2019 2020 2021 2022 Tarcet Akhir Ren•tra peranckat 
No Renatra or Btrat Ba•ar dan toutcomel ua daerab 

Tuju,n 
•cl• an Keclatan dan D Tahu P11DADIIUD 

Kecfatan 
D c·J•wal> 

foo.tput) 2017 tare• tar hr tu tare• 
t Rp cct Rp cet Rp c•t Rp t Rp tu·cet Rp 

2 3 4 5 6 7 8 9 12 i 13 14 15 10 11 12 13 14 JB 16 17 18 
terb ade p 
anak i ' Pelayanan 

--I-- 

pcndrurtping ,Jum1ah I 
a rt (Inyanan Pereurpu« 

ke~cl1aum, n dan 
auak r·diabil itas~ mtrn~duk.. 

1'0!'1!fJi, 

banruen All 

hukum, pnlindun 

mintcgreai gan 
soetat dun khuaue 
pe nrulangan] yang 
ba~l didam pin g Pa 

0 I JO 000.0 i io.ooo.o l lD.000.0 110.000.0 I l0.000.0 i [layanan ket 110000000 perempuan keaehatnn 00 00 00 00 00 
dR11 l\110.k 
yang rehubifit as n1r:ineduk:\11. \ soaial, perhndun1,f1 bant.uan n kh11~u:,1, hukum, lin~kUfJ 
ddr:-rc1h 

,·cintt:~rn~i 
k~b\1paten/k ecainl dan 
ota dan penurlau g 

Provinsi an) 

Haal . ._ 
,-_, _____ .:..,_ 

. --···-~~·>·>• . 1 N-·· • :..,,.-., .•. . ; .·,. ··-· ; .. , . .. ..:.,.: .. : 
Mom gvalu ---- ·- npa aai 
tDJI. BAKl 
Akun. p Pro 43.000.0 43.000.0 43.000.00 43.000.0 91.000.0 t•l>lll _OP3A dJk 0 cc BB• .A A A 43.000.000 A 

< t .. Oleh •t 00 00 0 00 00 •- . . :- ; .. . 
-. Kiner ln&pe 

Ja ktor,, · .. 
·.- . 

OP3A_ . t --- .· 
_,, .. , ,,-. , Daer ,_. -:- <::.- ' -· ·::,- ., .. _. -- 

ah . . . 
Procn.m Pen-,nta• I 
PeniDCKata 111 capaJan I D 
Penirtmban ku~Uto• % 100% 100 24.000.0 10 24.000.0 I 10 24.000.00 10 24.000.0 100 100 72.ooo.o BltKR!tTA 

dokumen 0 0 0 24.000.000 RlAT 
fRD 81at!m 00 00 I 0 00 00 
Pelaporan pereDCILD 
Caoaian UD 

83 
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<J ~.Q0.000 

9 soo.coo 

me 
n 

,Ju 
ml 
ah 
do 

8.Q00.000 s.000.000 ~.ll00.0l)0 8.000 000 8 00110('() 2100000 
k u 0 

r, 

ch> I 

ml 
uh 
do 

' 8.00U.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000 000 3 :2-1- 000.()(j 
ku 0 

11 

10 10 10 10 Kaauba,:. 
100 100 19.000.0 19.000.0 19.000.00 19.000.0 100 100 19.000.0 Pereucaua 0 00 0 00 0 0 .. 0 00 19.000.000 00 au 

8.000.000 8 000000 8.000 000 3 8.000.000 8.000.000 ku 

.~-+~-----·-~- :...--.,...,__ ~.-· -·---- f----~----- ~·---..:-..-........ 

.Ju I 
ml I Fcnyuaunan clumlah ah 

Re.nc-ana Dokime n Do i 9.~t)Q.0()0 9 500.0CXJ (j 5C)(J .0(;0 ~.500 000 9.500.000 Ke.rje SKPD Re nja ku 

I I 
rue 

Ju : 
Pi~l1\·u~•-u1o;u1 11:I 

! i Pe or-ana .turnleh ~h 
I 

I 
Ku,J.-.'4.<l.-..11 Dokumen 

o,, 
9 :'",()Q (1(l(i () 500.000 ! ~_1 rooooo I ·; ;"f)(l .000 

I 
9 ~00.0()(J 

An~~~trnn ku 
lf<KAi SKPD me i 

I I (\ i 
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···-··~-- :;~~:;:___ ~~·------~-- .. 1----o- __ _L _ _._ ----- _....__..__.._.. l-~ --· ---· 
Penvuau nan • , 
la.poran ::~~ I i 
capeian .Jumlah _h \ 
kinerja <lan dokurnen ~o 
tkh tiaar Iapcrun 

-------- ------·---- ---------- . ---·1· 
I 

I 
I 

! 

13 1:2 9 8 7 

2~ .000.00 
0 

Tarcot 

l)u!lKe,ja 

:2019 :20:20 :20:21 :20:2:2 Tarc•t Akbk Reuotra porauckat 
d.aerah 

Peoaoccuo 
c-J• ... ab 

tar Rp tar Rp tar Rp tarce Rp tare et Rp 
cct i cet ,.t t 

u 15 ! 10 11 1:2 13 14 15 16 17 11 6 

rrali!uni Capaian 
kin..::rja 
~KPD 

Pr.ri;,:ui,11n,;ui .Jurnlah Lapoe en 
Laporau Ke ue ngan Ke uangan 

Semcsb-t'an 

.Jumleh 
r'erwueunan dokumen 
pelaporan Iaporan 
keuangan keuengau 
akhir tahun ak hir 

U,t.hUJl 

Peneotaa 
Pro,:ram e Capaiau 
PeniocJ,:ata Pereoean 
oSh,Um UU 

P.ereoeaa.aa Pombauc 
aOPD uoan 

Da.en.h 

5 

Koud 
!al 

Judllntor A-I 

Saur ludlk Klu•,:j• 
TuJuau lodlkat au atol' Procnm Ptocram Sat :2011 No Reuatra or Stnt Sa•ar dau loutcomol ua 

Tujuau ect• Koclatau dou U Tabu ! au KeClatau .. .. {outputj :2017· ta•c• ! 
t Rp 
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PROGRAM RUTIN PENDUKUNQ !KU 

1.390.0!5 \. 1.398.0!5 ... 1.377.0'5 1.39!5.0!5 L398,0!5!5.0 1.!564.0!5 
· ... : i .... : '-" .. . ... \ ........... . ... .... , .... · !5.000 . .... .:s.ooo ·····:. -. .ooo !5.000 •... 00 -·· .. ··. • 8.000 . .. ,•. ·::•,· ...•. ... 

Cakupan 

I 
Procram Kelancara 
Pelayanan D 10 10 10 8EKRETA Admjn[atraa Admlnl•t,- 'If, 100 100 949.960. 0 9!54.960. 0 933.960.0 0 949.960. 100 9!54.960.00 100 9!54.960. RlAT 
1 •a.I 000 000 

I 

00 000 0 000 
Perk•ntor•n P.rk•ntor 

an 

,Jumlah 

I J'cuvediuan regiatras i .Ju 
j,nr1 s uret eurat 

ml ~00 1(10 40 40 ~(l 400 4uO 

! 
maeuk ah ti•)t>.000 0 660.000 I 0 r>MtOO<J 0 ,:")(l(l 000 660.000 ()1:,11.000 

menyurat 
dan eurat I 

I 
kelunr- 
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Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak adalah ketersediaan indikator kinerja yang 

berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. 

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan 

secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik 

dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator 

kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, 

yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. 

Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran 

keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan 

kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan. 

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah 

indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai 

oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakyang mengacu pada 

tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja 

pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi 

bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh 

aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rind dapat 

dikemukakan pada Tabel 7 .1 beriku t ini. 

INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOMBANA 

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

BAB VII 
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Kondisi Target 

No lndikator Sasaran Sat Awai Target Kinerja Sasaran Akhir 
uan Renstra 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 Tingkat Partisipasi % 

angkatan kerja 58,42 56,92 57,25 62,18 
perempuan (TPAKP) 

62,53 63,07 63,07 

Cakupan Perempuan D/o 
dan Anak Korban 
Kekerasan yang 100 100 100 100 100 100 100 
mendapatkan 
Perlindungan 

Hasil Evaluasi SAKIP Pred 
Dinas Pemberdayaan ikat 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak - cc BB BB A A A 
Kabupaten Bombana 
Oleh Inspektorat 
Daerah 

Tabel 7.1 
Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Bombana yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 
Kabupaten Bombana Tahun 2017- 2022 
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8.2 Kaidah Pelaksanaan 
Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana 

tahun 2020-2022 yang perlu diatur sebagai berikut: 

1. Sekretariat dan bidang- bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak agar mendukung pencapaian target-target 

Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum 

Renstra dengan sebaik-baiknya. 

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat 

menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai. 

3. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan dokumen 

perencanaan tahunan dalam kurun waktu tiga tahun. Untuk menjaga 

konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka 

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak. 

8.1 Pedoman Transisi 
Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Revisi Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana 

Tahun 2020-2022 adalah selama Tiga tahun. Untuk menjaga 

kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen 

perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2020-2022 dapat 

digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana 

tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bombana 

Tahun 2020 - 2022. 

BAB VIII 

PENUTUP 
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f H. TAFD , SE 

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian 

target-target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi 

terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan 

Renstra secara berkala. 

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional 

dan a tau daerah, maka dapat dilakukan peru bahan RenstraDinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan 

kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 


